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ABSTRAK
MUSLIMIN. E 111 12 261. Gerakan Sosial Masyarakat Paotere di Kota
Makassar Dibawah bimbingan H. A. Yakub sebagai pembimbing I dan A.
Ali Armunanto sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Bagaimana bentuk
perlawanan masyarakat Paotere terhadap perencanaan perluasan area
pelabuhan Paotere di Kota Makassar.
.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif dan
dasar  penelitian  studi  kasus  untuk  penganalisaaan  yang  lebih
mendalam terhadap gejala yang  terjadi. Penelitian dilakukan di
Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dengan
jenis  data  berupa data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian
yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan
data melalui wawancara serta telaah dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) faktor-faktor yang menyebabkan
timbulnya perlawanan masyarakat Paotere terhadap perencanaan
perluasan area Pelabuhan Paotere ialah faktor klaim hak kepemilikan
tanah antara masyarakat dengan pihak PT. Pelindo IV unit Paotere
dimana masyarakat yang terlebih dahulu tinggal di area tersebut meyakini
bahwa tanah yang dihuninya merupakan miliknya sedangkan PT. Pelindo
IV unit Paotere meyakini bahwa tanah tersebut milik pihak Pelindo IV
didasari HGB (Hak Guna Bangunan) yang diberikan kepada masyarakat di
area tersebut. 2) Bentuk perlawanan masyarakat Paotere terhadap
perencanaan perluasan area Pelabuhan adalah bentuk demonstrasi
gerakan massa yang bersifat langsung dan terbuka serta dengan lisan
ataupun tulisan dalam memperjuangkan kepentingan yang disebabkan
oleh adanya penyimpangan sistem, perubahan inskonstitusional, dan tidak
efektivitas sistem yang berlaku. Aksi demo yang dilakukan oleh
masyarakat untuk mempertahankan tanah yang selama ini mereka huni.
Timbulnya rasa kekecewaan masyarakat pada kebijakan pihak Pelindo
yang ingin memperluas area Pelabuhan Paotere menyebabkan terjadinya
demo yang bersifat anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat. Adanya
ketidakpuasan pada kebijakan itu mendorong banyaknya tindakan-
tindakan anarkis yang bertujuan untuk menghambat jalannya suatu
kebijakan.
Kata Kunci : Gerakan Sosial, Perlawanan
xABSTRACT
MUSLIMIN. E 111 12 261. Social Movement Society Paotere in
Makassar Under the guidance of H. A. Yakub as Supervisor I and A. Ali
Armunanto as Supervisor II
This study aimed to describe How form Paotere community resistance to
planning the expansion of the port area Paotere in Makassar
This study uses qualitative and descriptive and case study research base
for deeper penganalisaaan the symptoms occur. The study was conducted
in the village of Ujung Tanah Gusung District of the city of Makassar to the
type of data in the form of primary data and secondary data. The research
instrument used was a field research with data collection through
interviews and review of documents.
The results showed that: 1) factors that contributed to the community
resistance against expansion planning area Paotere Port Paotere factor is
land ownership claims between communities with PT. Pelindo IV unit
Paotere where the people are first settled in the area believed that the
land they inhabit is his own while PT. Pelindo IV unit Paotere believes that
the land belongs to the Pelindo IV is based on Building rights given to
people in the area. 2) Forms of resistance against paotere society
planning ports region is a form of mass movement demonstration that is
directly and open and with verbally or in writing the interests yang hearts
caused by the deviation system, changes unconstitutional, and not the
effectiveness of the system applicable. Demonstrations performed by
community to review the defense of the singer yang for their habitation.
The emergence of a sense of disappointment 'society parties policies the
Pelindo the area extending want port paotere cause demo what is
anarchism that is done by society. Dissatisfaction on it policies to
encourage the many actions of anarchists is aiming to hamper a policy
review
Keywords: Social Movements, Resistance
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peranan pelabuhan sangat penting dalam perekonomian.
Kehadiran pelabuhan yang memadai, berperan besar dalam menunjang
mobilitas barang dan manusia di negeri ini. Pelabuhan menjadi sarana
paling penting untuk menghubungkan antarpulau maupun antarnegara.
Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peran penting dan strategis
untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan usaha
yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Hal ini
membawa dampak terhadap pengelolaan usaha pelabuhan tersebut agar
beroperasi  secara efektif, efisien dan profesional sehingga pelayanan
pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya yang
terjangkau. Pada dasarnya pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan
adalah pelayanan terhadap kapal dan pelayanan terhadap muatan.
Sebagai bagian dari mata rantai transportasi laut, fungsi pelabuhan adalah
tempat pertemuan  dua angkutan atau lebih dalam berbagai kepentingan
yang saling terkait.
Di kota Makassar memiliki dua pelabuhan, yaitu pelabuhan
Soekarno-Hatta dan pelabuhan rakyat Paotere yang sama-sama dikelolah
oleh PT. Pelindo IV cabang Makassar. Saat ini pelabuhan Soekarno-Hatta
yang merupakan sarana multifungsi, selain sebagai sarana transportasi
juga sebagai sarana perdagangan besar (kontainer). Sedangkan
2pelabuhan rakyat Paotere sebagai sarana perdangan kecil (bongkar
muatan) rakyat dan nelayan antar pulau.
Pelabuhan Soekarno-Hatta yang meliputi pelayanan jasa
kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan
ekonomi lainnya. Arus barang dan kunjungan kapal Pelabuhan Soekarno-
Hatta yang ada (khususnya peti kemas) saat ini makin meningkat
sehingga pihak PT. Pelindo IV mencari area yang cukup dalam
menyelesaikan masalah yang timbul saat ini.
Perencanaan perluasan area dan pengalihan tempat bongkar untuk
peti kemas yang menargetkan pelabuhan rakyat Paotere yang berada tak
jauh dari pelabuhan Soekarno-Hatta. Pengembangkan pelabuhan Paotere
menjadi pelabuhan kontainer melihat tingginya arus frekuensi lalulintas
kontainer yang masuk ke Makassar dan kemungkinan dilakukan melalui
reklamasi pantai. Sehingga pelabuhan yang semula hanya diperuntukkan
untuk masyarakat, pedagang dan nelayan akan beralih menjadi tempat
bongkar peti kemas.
Pembangunan New Port Makassar akan dimulai tahun 2014.
Kementerian Perhubungan telah menerbitkan rekomendasi izin. Proyek
New Port Makassar menjadi satu solusi untuk meredam kemungkinan
ancaman stagnasi pelabuhan Makassar yang diprediksi akan melampaui
batas kapasitas hingga 2017 mendatang.(http://makassar.tribunnews.com
/2014/03/04)
3Banyaknya pengembangan yang akan dilakukan oleh pihak PT.
Pelindo IV akan membutuhkan area yang cukup besar untuk pelaksanaan
tersebut. Adanya Pengelolaan wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh
pemberlakuan Undang-Undang (UU) No.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, yang pada beberapa pasalnya berkaitan dengan
masalah wilayah pesisir dan laut.(http://www.dephut.go.id/INFORMASI
/UNDANG2/uu/22_99) Undang-Undang ini diharapkan segera diikuti
dengan ketentuan seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur
pelaksanaannya, sehingga pengelolaan ataupun pemanfaatan laut tidak
semakin kacau. Dalam Undang-Undang itu disebutkan, pemerintah
daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di
wilayah masing-masing, dan bertanggung jawab memelihara kelestarian
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 UU
No. 22 Tahun 1999) sehingga pengelolaan sumberdaya alam yang
diserahkan ke pemerintah daerah, bisa mengelolah kawasan pesisir yang
lebih baik.
Perencanaan pemerintah yang akan memperluas area pelabuhan
Paotere mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat setempat. Bagi
mereka, dengan adanya perluasan area pelabuhan Paotere akan
mengancam mata pencaharian mereka. Karena sebagian besar
masyarakat setempat berprofesi sebagai buruh angkut, nelayan dan
pedagang pinggiran di pelabuhan. Menurut H. DN salah satu orang
berpengaruh di wilayah itu menyebutkan, perluasan area pelabuhan akan
4menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal, pekerjaan dan
kebudayaan.
Pelabuhan Paotere ini memiliki aktifitas ekonomi yang telah
berjalan cukup lama, yaitu kegiatan nelayan. Kegiatan nelayan ini
berkaitan dengan pelayanan pendaratan ikan hasil tangkap, pelayanan
kebutuhan bahan bakar, dan pelayanan kebutuhan air bersih dan es.
Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya telah memiliki kemapanan dan
jaringan-jaringan yang telah terbentuk dengan baik. Sehingga sempat
memunculkan sebuah kekhawatiran akan menimbulkan dampak negatif
bagi para nelayan. Secara ekonomi muncul kekhawatiran akan adanya
berbagai kepentingan yang dapat menghambat transaksi dan peluang
ekonomi yang kecil pada lokasi tersebut. Kemudian secara sosiologis
akan munculnya perpecahan hubungan antara para nelayan, antara
pengelolah pelabuhan dengan para nelayan, dan antara pemerintah
dengan masyarakat pengguna fasilitas pelabuhan.
Kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini sangat wajar terjadi karena
sebenarnya pembangunan pelabuhan Paotere ini adalah kelanjutan dari
pembangunan yang telah ada. Sehingga secara sosiologis pembangunan
sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dipergunakan dalam
kondisi sebelumnya. Dan inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah
sehingga antisipasi terhadap dampak negatif dapat dicegah. Pemerintah
kota Makassar mulai bergerak mencari solusi terbaik untuk mengatasi
permasalahan yang muncul. Suksesnya sebuah pembangunan tidak
5hanya dilihat daru sukses dari pelaksaan pembangunan tetapi juga dari
dampak yang timbul dari terlaksananya suatu pembangunan.
Permintaan PT. Pelindo IV yang ingin memperluas area Pelabuhan
Paotere memberikan dampak yang positif bagi perkembengan pelabuhan
tersebut. Namun bila melihat dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat
merupakan dampak yang sangat besar yang harus dirasakan oleh
masyarakat sekitar yang dapat mengganggu aktifitas dan kelangsungan
hidup masyarakat setempat. Adanya kebijakan tersebut akan ditolak oleh
masyarakat dikarenakan masyarakat setempat sangat nyaman dan
berkecukupan dengan model saat ini.
Kekecewaan dapat timbul dari kebijakan yang berlaku untuk
lingkungannya dapat menimbulkan perlawanan. Perlawanan yang
dilakukan karena adanya kesamaan dari individu ataupun kelompok yang
diwujudkan bersama dalam bentuk tindakan. Tindakan inilah yang
merupakan ruang partisipasi politik yang diciptakan oleh individu ataupun
kelompok yang kurang percaya dengan ruang yang diberikan oleh negara.
Perlawanan atau desakan untuk mengadakan perubahan dapat
dikategorikan sebuah Gerakan Sosial.
Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena
adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat.
Dengan kata lain, gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu
yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan
karena dinilai tidak adil. Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM,
6Parpol dan Ormas. Gerakan Sosial secara teoritis merupakan sebuah
gerakan yang lahir dari dan atas upaya masyarakat dalam usahanya
menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah.
Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan
pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau
kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat.
Kesadaran mempertahankan tempat dan usaha menjadikan
dorongan bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Tempat yang
dianggap bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka akan membentuk
nilai-nilai perjuangan yang dipegang teguh masyarakat setempat.
Kebijakan pemerintah kota yang kurang mendapat simpati atau dukungan
dari masyarakat ataupun pedangan sekitar telah membuahkan suatu
perlawanan.
Perlawanan yang dilakukan bukanlah perlawanan yang besar
seperti perlawanan frontal dengan memegang kekuasaan. Namun
perlawanan-perlawanan kecil seperti teriakan penolakan yang mampu
menganggu sistem politik. Perlawanan tersebut jika dilakukan terus
menerus memungkinkan melahirkan gerakan sosial yang lebih besar.
Tentu akan muncul sikap dan reaksi pemerintah dalam menyikapi
permasalahan tersebut. Namun belum tentu akan mampu menghentikan
gerakan yang dibuat oleh masyarakat bahkan yang lebih kecil dari itu.
Dengan seperti itu perluasan area Pelabuhan Paotere masih
mengalami hambatan dikarenakan banyaknya bentuk perlawanan kecil
7yang dapat memperngaruhi ataupun menghambat proses kebijakan. Jika
hal ini terus dilakukan akan memungkinkan terjadi banyaknya perlawanan
kecil yang bertumpuh pada gerakan sosial yang dapat menghambat
jalannya suatu kebijakan dalam suatu tempat.
Dengan mengambil contoh kasus di Pelabuhan Paotere, tulisan ini
akan melihat bentuk-bentuk perlawanan masyarakat dan pedagang
setempat dari berbagai kebijakan pemerintah yang ingin pengembangkan
potensi Pelabuhan Paotere menjadi pelabuhan kontainer II. Sampai saat
ini belum adanya kesepakatan yang diharapkan bersama antara
masyarakat, pedagang dan pemerintah. Dari sinilah maka penulis
berusaha merumuskan masalah ini dengan judul “Perlawan masyarakat
Paotere padaperencanaan perluasan area pelabuhan Paotere di Kota
Makassar”
1.2 Rumusan Masalah
Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti
mengenai “Gerakan Sosial Masyarakat Paotere Di Kota Makassar”
maka penulis membatasinya pada persoalan sebagai berikut:
1.2.1 Faktor-faktor penyebab timbulnya perlawanan masyarakat Paotere
terhadap perencanaan perluasan area pelabuhan Paotere di Kota
Makassar?
1.2.2 Bagaimana bentuk perlawanan masyarakat Paotere terhadap
perencanaan perluasan area pelabuhan Paotere di Kota Makassar?
81.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab timbulnya
perlawanan masyarakat Paotere pada perencanaan
perluasan area pelabuhan Paotere di Kota Makassar.
1.3.2 Mendeskripsikan bentuk perlawanan masyarakat Paotere
pada perencanaan perluasan area pelabuhan Paotere di
Kota Makassar
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis :
1.4.1.1 Menjawab fenomena sosial politik yang ada
khususnya dalam perpolitikan lokal.
1.4.1.2 Menunjukkan secara ilmiah mengenai perlawan
masyarakat Paotere pada perencanaan perluasan
area pelabuhan Paotere di Kota Makassar.
1.4.1.3 Memperkaya kajian Ilmu Politik untuk pengembangan
keilmuan, khususnya kontemporer.
1.4.2 Manfaat Praktis :
1.4.2.1 Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang
berminat dalam memahami realitas konflik politik.
1.4.2.2 Memberikan informasi kepada praktisi politik
memahami realitas konflik politik.
1.4.2.3 Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelas
sarjana Ilmu Politik.
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TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini dimaksud untuk menguraiakan beberapa konsep dan
teori yang berkaitan dengan penelitian ini akan dibahas beberapa aspek,
sebagai berikut:
2.1 Konsep Gerakan Sosial
Gerakan sosial (social movement) adalah aktivitas sosial berupa
gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal
yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara
spesifik menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial.(Elly
M. Setiadi dan Usman Kopil,2011:217)
Gerakan sosial juga merupakan tindakan terencana  yang
dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program
terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan
perlawanan untuk melestarikan  pola-pola  dan  lembaga masyarakat yang
sudah ada.
Gerakan Sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang
lahir dari dan atas upaya masyarakat dalam usahanya menuntut
perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini
terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah
tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu
bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Dengan kata lain,
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gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan
rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil.
Gerakan sosial dapat dipahami sebagai tantangan terhadapat
pembuatan keputusan-keputusan dalam upaya melakukan perubahan
sosial tertentu. Meskipun gerakan sosial sering digerakkan oleh satu atau
berbagai organisasi, banyak penekanan bahwa gerakan sosial sebaiknya
tidak diidentifikasi hanya pada organisasi-organisasi tersebut. Tindakan
individu, kelompok dan kegiatan para pemimpin yang membentuk opini
dan unsur-unsur lain kebudayaan, juga dapat disebut sebagai elemen
gerakan sosial.
Indikasi  awal  untuk  menangkap  gejala  sosial  tersebut  adalah
dengan mengenali terjadinya perubahan-perubahan pada semua elemen
arena publik dan ditandai  oleh  kualitas “aliran”  atau “gelombang”.  Dalam
prakteknya suatu gerakan  sosial  dapat  diketahui  terutama  lewat
banyak  organisasi  baru  yang terbentuk, dan bertambahnya anggota
dalam suatu organisasi gerakan.
Selain itu menurut John Lofland dua aspek empiris gelombang
yang perlu diperhatikan yang pertama adalah aliran tersebut cenderung
berumur pendek antara lima sampai delapan tahun. Jika telah melewati
umur itu gerakan akan melemah dan meskipun masih ada akan tetapi
gerakan telah mengalami proses “cooled down”. Kedua, banyak
organisasi gerakan atau protes yang berubah menjadi gerakan  sosial
atau  setidaknya  bagian  dari  gerakan-gerakan tersebut di atas.
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Organisasi-organisasi ini cenderung selalu berupaya menciptakan
gerakan sosial atau jika organisasinya berbeda maka mereka akan
dengan  sabar  menunggu pergeseran  struktur  makro  yang  akan  terjadi
(misalnya krisis kapitalis) atau pertarungan yang akan terjadi antara yang
baik dan yang jahat, atau kedua hal tersebut. Serta menunggu kegagalan
fungsi lembaga sentral, kala itulah gerakan itu bisa dikenali sebagai
gerakan pinggiran, gerakan awal dan embrio gerakan.
Menurut  John  Lofland,  ada17  variabel  yang  berpengaruh
terhadapgerakan sosial, yaitu :
a. Perubahan dan ketimpangan sosial
b. Kesempatan politik
c. Campur tangan negara terhadap kehidupan warga
d. Kemakmuran (yang menimbulkan deprivasi ekonomi)
e. Konsentrasi geografis
f. Identitas kolektif
g. Solidaritas antar kelompok
h. Krisis kekuasaan
i. Melemahnya kontrol kelompok yang dominan
j. Pemfokusan krisis
k. Sinergi gelombang warga negara (penduduk)
l. Adanya pemimpin
m. Jaringan komunikasi
n. Integrasi jaringan di antara para pembentuk potensial
o. Adanya situasi yang memudahkan para pembentuk potensial
p. Kemampuan mempersatukan
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Herbert Blumer merumuskan Gerakan Sosial sebagai sejumlah
besar orang yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau
gagasan.  Robert Misel dalam bukunya yang berjudul Teori Pergerakan
Sosial mendefenisikan Gerakan Sosial sebagai seperangkat keyakinan
dan tindakan yang tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang
untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat.
Anthony Giddens menyatakan Gerakan Sosial sebagai upaya
kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai
tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif (action
collective) diluar ruang lingkup lembaga- lembaga yang mapan(Fadillah
putra, dkk,2006:1)
Sedangkan Mansoer Fakih menyatakan bahwa Gerakan Sosial
dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat
dalam rangka tujuan sosial terutama dalam usaha merubah struktur
maupun nilai sosial.(Mansoer fakih,2002:27)
Komponen-komponen dari gerakan sosial yaitu :
1. Kolektivitas orang yang bertindak sama
2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam
masyarakat, mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara
yang sama
3. Kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya
daripada organisasi formal.
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4. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi
namuntak terlembaga dalam bentuk formal dan bentuknyatak
konvensional.
Menurut Sztompka, gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang
diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan
perubahan dalam masyarakat mereka.(Sztompka Piotr,2004:325)
Dalam hal tipe gerakan sosial Timur Mahardika(2002) menjelaskan
tipe gerakan sosial menjadi 2 kelompok, yaitu
1. Gerakan yang muncul secara spontan, dan gerakan yang
terorganisir. Bentuk gerakannya biasa bentuk kritik yang
langsung diaplikasikan sebagai bentuk luapan emosi gerakan
cepat ketika isu bergulir. Jumlah massanya juga tergantung kadar
dan bobot isu, namun lemahnya massar tidak terkontrol karena
kurangnya terorganisir
2. Gerakan yang telah menggunakan organisasi dan memanfaatkan
instrumen demokrasi yang ada, seperti parlemen, pers atau
institusi non-pemerintah dalam mengedepankan persoalan yang
ada. Jumlah massa dalam gerakan ini relatif sedikit, namun
massa dalam gerakan terorganisir adalah massa yang lebih
ideologis
Gerakan sosial dapat dipahami sebagai tantangan terhadap
pembuatan keputusan-keputusan dalam upaya melakukan perubahan
sosial tertentu. Meskipun gerakan sosial sering digerakkan oleh satu atau
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berbagai organisasi, banyak penekanan bahwa gerakan sosial sebaiknya
tidak diidentifikasi hanya pada organisasi-organisasi tersebut. Tindakan
individu, kelompok dan kegiatan para pemimpin yang membentuk opini
dan unsur-unsur lain kebudayaan, juga dapat disebut sebagai elemen
gerakan sosial.
2.1.1 Faktor Penyebab Gerakan Sosial
Faktor apakah yang menyebabkan munculnya gerakan sosial?
Mengapa orang melibatkan diri kepada perilaku kolektif yang bertujuan
mempertahankan ataupun mengubah masyarakat? Dalam ilmu-ilmu sosial
dapat dijumpai berbagai penjelasan, baik bersifat psikologis maupun
bersifat sosiologis. Penjelasan yang sering dikemukakan mengaitkan
gerakan sosial dengan deprivasi ekonomi dan sosial.
Menurut penjelasan ini orang melibatkan diri dalam gerakan sosial
karena menderita deprivasi (kehilangan, kekurangan, penderitaan),
misalnya di bidang ekonomi (seperti hilangnya peluang untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan pokoknya: pangan, sandang, papan). Para
penganut penjelasan ini menunjuk pada fakta bahwa gerakan sosial
dalam sejarah didahului deprivasi yang disebabkan oleh sosial seperti
kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok.
Beberapa ahli sosiologi, misalnya James Davies, kurang
sependapat dengan penjelasan deprivasi semata-mata. Mereka menunjuk
pada fakta bahwa gerakan sosial sering muncul justru pada saat
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masyarakat menikmati kemajuan dibidang ekonomi. Oleh sebab itu
dirumuskanlah penjelasan yang memakai konsep deprivasi sosial relatif.
James Davies mengemukakan bahwa meskipun tingkat kepuasan
masyarakat meningkat terus, namun mungkn saja terjadi kesenjangan
antara harapan masyarakat dengan keadaan nyata yang dihadapi
kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan yuang diinginkan masyarakat
dengan apa yang diperoleh secara nyata.
Kesenjangan ini dinamakan deprivasi sosial relatif. Apabila
kesenjangan sosial relatif ini semakin melebar sehingga melewati batas
toleransi masyarakat, misalnya karena pertumbuhan ekonomi dan sosial
diikuti dengan kemacetan bahkan kemunduran mendadak maka, menurut
teori Davies revolusi akan tercetus.
2.1.1.1 Hak Guna Bangunan
Perizinan mengenai sebuah bangunan, kita tentu sudah familiar
mendengar mengenai Sertifikat Hak Guna Bangunan atau disingkat HGB
yang diatur dalam pasal 35-40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pengaturan lebih
lanjut mengenai Hak Guna Bangunan tersebut kemudian diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangungan, dan Hak Pakai atas Tanah (PP 40/1996). Pasar 35
ayat(1) UUPA menerangkan pengertian hak guna bangunan sebagai hak
untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang
bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu.
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HGB (Hak Guna Bangunan) adalah kewenangan yang diberikan
oleh pemerintah atau suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan
sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun
yang atas permintaan pemegang hak mengikat keperluan serta keadaan
bangunan-bangunannya dan dapat diperpanjang sampai dengan jangka
waktu maksimum 20 tahun. Pemegang sertifikat tersebut hanya diberikan
kuasa untuk memberdayakan lahan baik untuk mendirikan bangunan
ataupun keperluan lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi, pemilik
bangunan ataupun rumah dengan status HGB hanya memiliki
bangunannya saja, sedangkan tanahnya masih milik negara
Terjadinya Hak Guna Bangunan, sebagai berikut :
1. Hak guna bangunan atas tanah negara ini terjadi dengan
keputusan pemberian hak oleh menteri agraria atau pejabat
yang ditunjuk.
2. Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan terjadi dengan
keputusan pemberian hak oleh menteri agraria atau pejabat
yang ditunjuk berdasarkan usul dari pemegang hak
pengelolaan.
3. Hak guna bangunan atas tanah milik terjadi dengan pemberian
oleh pemegang hak milik dengan akta perjanjian yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
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Jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah negara dan tanah
hak pengelolaan diberikan maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang
maksimum 20 tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, kepada
pemegang hak guna bangunan tersebut dapat diberikan pembaharuan
hak. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak harus diajukan
selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna
bangunan.
Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan, sebagai berikut :
1.Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk membayar
uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayaran ditetapkan
dalam keputusan pemberian haknya.
2.Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk
menggunakan tanah sesuai dengan peruntukkannya dan
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan
perjanjian pemberiannya.
3.Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk
memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di
atasnya, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4.Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk
menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna
bangunan kepada negara, pemegang hak pengelolaan, atau
pemegang hak milik sesudah hak guna bangunan itu hapus.
18
5.Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk
menyerahkan sertifikat hak guna bangunan yang telah hapus
kepada kepala kantor pertanahan.
6.Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk
memberikan jalan keluar, jalan air atau kemudahan lain bagi
pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak
guna bangunan tersebut.
Jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah hak milik diberikan
untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Atas kesepakatan pemegang
hak milik dan pemeggang hak guna bangunan. Hak guna bangunan atas
tanah hak milik tersebut dapat diperbaharui dengan akta yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2.1.1.2 Faktor Sosial Ekonomi
Kesenjangan sosial dan ekonomi yang sering kali terjadi dalam
kehidupan masyarakat yang sangat terlihat jelas pada masa saat ini.
Sebuah gejala yang timbul di dalam masyarakat karena adanya
perbedaan batas kemampuan finansial dan yang lainnya di antara
masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan atau wilayah tertentu. Salah
satu bentuk kesenjangan sosial yang bisa dilihat yaitu banyaknya
kesenjangan yang terjadi diantara masyarakat yang tinggal dalam sebuah
komplek perumahan mewah dengan masyarakat yang tinggal dalam suatu
lingkup kecil, padat dan kumuh. Dalam kontes ini sangat jelas dapat
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menggambarkan kehidupan masyarakat tradisional yang hidup dalam
lingkup kecil, padat dan kumuh tersebut.
Salah satu penyebab terjadinya konflik yang terjadi dalam
masyarakat yaitu kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi
atau terhalangi oleh pihak lain. Faktor sosial dan ekonomi merupakan
faktor determinan atau yang  menentukan  dalam  sebuah  konflik
sebagai  penyebab  konflik  itu sendiri.  Dalam  kondisi  saat itu,  pemicu
dan  penyebab  konflik  banyak disebabkan  oleh  perebutan  sumber
ekonomi  dan  stratra  sosial  sehingga setiap konflik terjadi, persoalan
mereka tertuju pada distribusi ekonomi dan kesenjangan sosial yang tidak
merata atau perebutan sumber-sumber ekonomi.
Kesenjangan sosial sangat erat hubungannya dengan aspek
ekonomi. Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mendominasi
terjadinya kesenjangan sosial. Kemiskinan merupakan penyebab utama
terjadinya kesenjangan sosial.Banyak orang menganngap bahwa
kemiskinan merupakan suratan takdir yang disebabkan oleh sifat malas,
tidak kreatif dan etos kerja rendah. Selain kemiskinan penyebab
kesenjangan sosial yang terjadi dari aspek ekonomi adalah kurangnya
lapangan pekerjaaan. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang
sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian
menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan
pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di
Indonesia dan menyebabkan perekonomian masyarakat bawah semakin
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rapuh. Salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju
pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan
lapangan kerja. Adapun faktor – faktor penyebab pengangguran itu sendiri
antara lain seperti :
1. Kemiskinan
Kemiskinan adalah penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial
di masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa kemiskinan adalah
suatu suratan takdir atau mereka mereka miskin karena malas, tidak
kreatif, dan tidak punya etos kerja. Inti kemiskinan terletak pada kondisi
yang disebut perangkap kemiskinan.
Hal tersebut terdiri dari :
a)      Kemiskinan itu sendiri
b)      Kelemahan fisik
c)      Keterasingan atau kadar isolasi
d)     Kerentaan
e)      Ketidakberdayaan
2. Kurangnya lapangan kerja
Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam
perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian menjadi faktor
terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan pekerjaan di
Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia dan
menyebabkan perekonomian masyarakat bawah semakin rapuh. Salah
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satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan
tenaga kerja lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja.
3. kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan
karena dengan pendidikan tinggi dan skill atau kemampuan yang kuat
maka kita akan berhasil mewujudkan apa yang kita inginkan sehingga
kemiskinan dan masalah pekerjaan bisa kita atasi dengan kemampuan
yang kita peroleh dari pendidikan tersebut sehingga kita dapat terhidar
dari masalah masalah yang ada dalam kehidupan seperti halnya
kesenjangan sosial.
4. belum meratanya  pembangunan
Pembangunan fasilitas fasilitas  umum juga dapat mempengaruhi
kesejangan social hal ini disebabkan karena dengan adanya
pembangunan ,masyarakat  jadi termotifasi dengan gaya hidup yang lebih
baik. Tapi sayangnya pembangun yang ada diindonesia hanya
memusatkan pada daerah perkotaan saja sehingga masyarakat yang ada
didesa  hanya dapat berharap adanya pembangun seperti jalan jembatan
sehingga keadaan perekonomian mereka dapat lebih baik. Dan juga tidak
menimbulkan kecemburuan social.
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2.1.2 Fungsi Gerakan Sosial
Perubahan-perubahan besar dalam tatanan sosial di dunia yang
muncul dalam dua abad terakhir sebagian besar secara langsung atau tak
langsung hasil dari gerakan-gerakan sosial. Meskipun misalnya gerakan
sosial itu tidak mencapai tujuannya, sebagian dari programnya diterima
dan digabungkan kedalam tatanan sosial yang sudah berubah. Inilah
fungsi utama atau yang manifest dari gerakan-gerakan sosial. Saat
gerakan sosial tumbuh, fungsi-fungsi sekunder atau “laten” dapat dilihat
sebagai berikut:
2.1.2.1 Gerakan Sosial memberikan sumbangsih kedalam pembentukan
opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi masalah sosial
dan politik dan melalui penggabungan sejumlah gagasan-
gagasan gerakan kedalam opini publik yang dominan.
2.1.2.2 Gerakan Sosial memberikan pelatihan para pemimpin yang akan
menjadi bagian dari elit politik dan mungkin meningkatkan
posisinya menjadi negarawan penting. Gerakan-gerakan buruh
sosialis dan kemerdekaan nasional menghasilkan banyak
pemimpin yang sekarang memimpin negaranya.
Para pemimpin buruh dan gerakan lainnya bahkan sekalipun
mereka tidak memegang jabatan pemerintah juga menjadi elit politik di
banyak negara. Kenyataan ini banyak diakui oleh sejumlah kepala
pemerintahan yang memberikan penghargaan kepada para pemimpin
gerakan sosial dan berkonsultasi dengan mereka dalam isu-isu politik.
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Saat dua fungsi ini mencapai titik dimana gerakan sesudah mengubah
atau memodifikasi tatanan sosial, menjadi bagian dari tatanan itu maka
siklus hidup gerakan sosial akan berakhir karena melembaga.
2.2 Teori Gerakan Sosial
Teori Deprivasi Relatif
Teori Deprivasi Relatif adalah keadaan psikologis dimana seseorang
merasakan ketidakpuasan atau kesenjangan atau kekurangan yang
subyektif pada saat keadaan diri dan kelompoknya dibandingkan dengan
kelompok lain. Deprivasi bisa menimbulkan persepsi ketidakadilan yang
muncul karena deprivasi akan mendorong adanya ketidakpuasan. Contoh
paling bagus adalah daerah transmigrasi dimana penduduk asli tinggal tidak
jauh dari sana. Sepanjang kondisi ekonomi pendatang menjadi lebih baik
daripada penduduk asli maka mulai timbullah deprivasi relatif dari penduduk
asli, dan akan menimbulkan prasangka dan berbagai gejolak lainnya.
Pada teori deprivasi relatif, konsep ini yang dikemukakan oleh
Stouffler menekankan pada pengalaman individu dan kelompok dalam
kondisi kekurangan (deprivasi) dan “kurang beruntung”(disadvantage). Dan
selanjutnya konsep ini dikembangkan oleh Davis dan didefinisikan sebagai
presepsi terhadap adanya perbedaan (discrepancy) antara kenyataan
dengan harapan atau keinginan.( Sarlito Wirawan,2010:247)
Teori Deprivasi Relatif merupakan salah satu teori klasik gerakan
sosial dan politik. Dianggap klasik sebab teori ini lebih banyak
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menjelaskan gejala kolektif dari masyarakat agraris tradisonal. Teori
Deprivasi Relatif banyak dipakai untuk menjelaskan gejala gerakan
sosiologi politik masyarakat petani, nelayan, dan masyarakat agrarian
lainnya. Dalam perkembangannya kemudian teori ini banyak pula dipakai
untuk menjelaskan gejala crowd (kerumunan) di perkotaan: menjelaskan
gerakan buruh, mahasiswa, dan masyarakat lainnya yang sedang
mengalami kekecewaan terhadap realita yang ada.
Ted Robert Gurr, Denton E. Morrison dan James Davis
menganggap tingkah lakuagresif (khususnya tingkah laku agresif massa)
timbul sebagai akibat adanya frustasi dalam masyarakat. Ketika dalam
suatu masyarakat terjadi suatu kesenjangan antara nilai yang diharapkan
dengan nilai kapabilitas untuk menggapai harapan tadi maka masyarakat
yang bersangkutan akan mengalami kekecewaan dan frustasi. Kondisi ini
pada gilirannya akan memunculkan tindakan melawan atau memberontak,
semakin besar tingkat kesenjangan yang terjadi, maka semakin besar pula
kemungkinan munculnya tindakan melawan dan memberontak tersebut.
Dan kesenjangan itu pula yang mengilhami timbulnya aksi-aksi massa.
Perasaan deprivasi, dari ketidakpuasan atas situasi seseorang,
bergantung apakahyang ingin dimiliki seseorang tersebut atas suatu hal.
Deprivasi Relatif dimaksud tidak hanya terbatas mengenai tujuan yang
diberikan kepada seseorang, tetapi juga merasa bahwa dia mempunyai
hak untuk mencapai tujuan tersebut, merasa pantas memperolehnya,
paling tidak dibawah kondisi tertentu. Kondisi-kondisi demikianlah yang
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oleh Denton E. Morrison dinamakan sebagai investment. Investment
mendorong bagi timbulnya suatu legitimate expectation yang dapat
dicapai atau diberikan melalui status atau peranan tertentu.
Karenanya Denton berkeyakinan bahwa muncul dan tumbuhnya
suatu gerakan sosial diakibatkan karena adanya pengelompokan dari
orang-orang yang sedang mengalami Deprivasi Relatif. Gerakan sosial
bukan muncul dari orang hina dina, yang tidak berdayasama sekali, akan
tetapi tumbuh dari kelompok sosial yang relatif “berpengalaman” yang
menginginkan perubahan secara kontinyu. Hal senada dikemukakan oleh
Eric Hoffer. Menurutnya orang yang hina dina hanyalah menawarkan
pengaruh statis, bukan pengaruh dinamis, sehingga tidak terlihat adanya
pengaruh potensial bagi tumbuhnya suatu gerakan sosial politik.
Di sisi lain, dengan bahasa yang agak berbeda namun secara
substansial sama, James Davis mengemukakan bahwa terjadinya
deprivasi relatif adalah karena adanya kesenjangan rasio antara “expected
need satisfaction” dan “ actual need satisfaction”, sehingga suatu gerakan
sosial atau revolusi biasanya terjadi karena dua kondsi, yakni pertama,
adanya harapan dari kepuasan kebutuhan yang selain bertambah, dan
kedua, tiba-tiba secara dramatik runtuh sehingga terjadi suatu kepuasan
kebutuhan senyatanya. Kesenjangan yang terjadi dan meluas dari unsur
tersebut menghasilkan frustasi umum yang merata yang pada akhirnya
menghasilkan secara langsung agresi melawan pemerintah.
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Sementara itu David F. Aberle menegaskan bahwa Deprivasi
bukanlah suatu yang bersifat obyektif, melainkan terletak pada perbedaan
antara apa yang diharapkan dengan aktualisasinya yang kurang
menyenangkan. Dia mengelompokkan Deprivasi dalam 4 kelompok, yakni
Deprivasi yang berkenaan dengan harta benda, status, tingkah laku,
dankelayakan, dimana masing-masing dibagi lagi ke dalam Deprivasi
pribadi dan Deprivasi kelompok. Aberle mengesampingkan apa yang
disebut Deprivasi pribadi, karena Deprivasi tersebut dianggapnya tidak
terlalu penting bagi timbulnya suatu gerakan social jika tidak berdampak
sosial secara luas. Berbeda halnya dengan Deprivasi kelompok yang
merupakan unsur paling penting dalam suatu gerakan sosial politik.
Karenanya, lanjut Aberle, suatu gerakan sosial-politik hanya akan
terformatkan dengan menggunakan unsur kelompok deprivasi yang
merujuk pada klasifikasi pribadi atau kelompok, dengan dilatarbelakangi
unsur waktu (saat ini, akan datang dan masalampau). Dia mencontohkan
misalnya, pada suatu etnis tertentu yang sebelum kahadiran masyarakat
asing tertentu begitu disegani dan mempunyai kedudukan terhormat,
namun tiba-tiba terdesak setelah sekelompok lain, masyarakat asing,
tersebut masuk dan mendominasi. Harapanya untuk berperan lebih besar
mulai terdesak sehingga dapat menimbulkan deprivasi kelompok yang
bersifat status (dan mungkin ada unsur harta benda atau kekayaannya
pula).
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Sementara itu, Ted Robert Gurr mengklarifikasikan Teori Deprivasi
Relatif ke dalam tiga bagian utama, yakni:
a. Decremental Deprivation
b. Aspiration Deprivation
c. Progressive Deprivation
Masing-masing klarifikasi tersebut memiliki penjelasan dan kekhasan
tersendiri.
1. Decremental Deprivation
Decremental Deprivation menunjukkan kondisi dalam nilai yang
diharapkan yang terdapat di masyarakat dalam keadaan stabil,
sementara pada keadaan yang bersamaan, nilai kapabilitas justru
mengalami penurunan. Akibatnya kesenjangan yang ditimbulkan
dengan menurunnya nilai kapabilitas menurut konsep ini akan
menimbulkan perasaan kecewa dan frustasi. Dan perasaan
semacam inilah yang pada gilirannya mampu berfungsi sebagai
pangkal tolak bagi munculnya tindakan “melawan“ atau
“memberontak”.
2. Aspiration Deprivation
Aspiration Deprivation merupakan penjabaran sisi lain dari konsep
Deprivasi Relatif. Aspiration Deprivation menunjukkan kondisi dalam
mana nilai yang diharapkan mengalami peningkatan, sementara
pada saat yang bersamaan nilai kapabilitas berada dalam keadaan
stastis tak berubah. Kesenjangan yang disebabkan naiknya harapan
28
sementara kemampuan untuk mewujudkan harapan tersebut dalam
keadaan tidak berubah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gurr,
menjadi penyebab munculnya perasaan kecewadan frustasi. Di
mana dalam kondisi seperti ini tindakan melawan atau memberontak
dapat muncul ke permukaan.
3. Progressive Deprivation
Progressive Deprivation menunjukkan suatu kondisi di mana nilai-
nilai yang diharapkan yang terdapat di dalam suatu masyarakat
mengalami kenaikkan antara kedua nilai ini untuk sementara waktu
memang masih bisa ditoleransi berlangsung), akan tetapi pada
waktu tertentu dimana nilai yang diharapkan masih mengalami
kenaikan, maka nilai kapabilitas berhenti proses kenaikannya dan
justru cenderung bergerak menurun. Adanya kenaikan nilai yang
diharapkan secara kontinyu, dan berhentinya proses kenaikan nilai
kapabilitas yang malahan disusul dengan gerak menurun, akan
menimbulkan kesenjangan yang pada gilirannya dapat juga
melahirkan perasaan kecewa atau frustasi. Dan kondisi seperti ini,
sebagaimana dua konsep Deprivasi Relatif sebelumnya, juga dapat
menimbulkan tindakan melawan atau memberontak. Adanya
berbagai macam kesenjangan terebut diatas, pada akhirnya telah
melahirkan sikap sinis massa misalnya, terhadap pidato-pidato di
mimbar yang hanyalah sekedar bersubstansikan nyanyian idealisme
dari para penguasa atau penyelenggara negara. Sikap sinis tersebut
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muncul karena para pendengar sudah terlebih dahulu berprestasi
bahwa apa yang dipidatokan dalam mimbar sudahlah pasti akan
bergeser dengan apa yangakan terjadi di lapangan.
2.3 Kerangka Pemikiran
Masalah yang dihadapi masyarakat Paotere yaitu adanya
perencanaan perluasan area pelabuhan Paotere. Perencanaan tersebut
disebabkan oleh banyaknya arus barang yang keluar masuk di pelabuhan
Soekarno-Hatta yang memerlukan area yang cukup luas, mengingat area
pelabuhan Soekarno-Hatta yang semakin padat. Melihat kondisi tersebut
pihak Pelindo IV berencana akan menargetkan pelabuhan Paotere akan
menjadi pelabuhan peti kemas dikarenakan makin padatnya aktivitas di
pelabuhan Soekarno-hatta. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan
yang akan dirasakan oleh masyarakat Paotere yang tinggal ataupun
berjualan di area pelabuhan Paotere
Masalah tersebut melahirkan konflik antara pihak pengelolah
Pelindo IV dengan masyarakat Paotere. Adanya perencanaan tersebut
melahirkan penolakan yang dilakukan masyarakat bersama para
pengusaha yang berada pada area tersebut. Beberapa bentuk demo kecil
yang dilakukan memberikan dampak yang cukup dan perhatian khusus
bagi pengelolah Pelindo IV dan pemerintah setempat. DPC Pelra
(Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia) Paotere seringkali
menghadiri rapat untuk memberikan pandangan tentang perencanaan
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Perlawanan
Masyarakat dan
Pengusaha Paotere
pihak pengelolah Pelindo IV yang akan melakukan perluasan area
pelabuhan. Sampai saat ini perencanaan pihak pengelolah Pelindo IV
masih terhambat dengan adanya penolakan yang dilakukan masyarakat
setempat.
2.4 Skema Kerangka Pemikiran
Pelindo IV dan
Pemerintah
Respon
Masyarakat
Perencanaan
Perluasan area
Pelabuhan Paotere
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BAB III
METODE PENELITIAN
Dalam bab ini yang akan dibahas ada lima aspek, yaitu : Lokasi
Penelitian, Tipe dan Dasar, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,
Teknik Pemilihan Informan dan Teknik Analisis Data.
3.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar yang
didiami oleh masyarakat pelabuhan Paotere. Untuk lokasi yang lebih
spesifik yakni di wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Gusung.
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif dan ditelaah dengan
menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil kajiannya merupakan
sebuah deskriptif dan memahami tentang arti peristiwa dan kaitan-
kaitannya terhadap orang-orang yang berada pada situasi tertentu.
Dimana aspek subyektif dari perilaku obyek yang akan menjadi
penekanan dalam pengalian informasi yang dibutuhkan.
Pemahami akan dunia konseptual dari obyek akan coba dipahami
sedemikian rupa sehingga akan didapatkan berbagai pemahaman atau
pengertian yang dikembangkan oleh induvidu, pada berbagai peristiwa
yang mereka hadapi dan pada perilaku yang mereka lakukan. Untuk
mencapai tujuan tertentu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
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Ciri penelitian kualitatif adalah pelaksaannya yang bersifat studi kasus,
yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena
realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian
yang berupanya menarik realitas sebagai suatu ciri,karakter, sifat, ,model,
tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.
Karakteristik tersebut, maka peneliti memilih jenis penelitian
memilih jenis penelitian kualitatif dengan alasan;
3.2.1 Melalui penelitian kualitatif realitas yang terjadi dilapangan
dapat terungkap secara mendalam dan mendetail.
3.2.2 Penelitan kualitatif dapat menemukan makna dari suatu
fenomena yang terjadi dilapangan, karena sifatnya naturalis
induktif dan diskriptif.
3.3 Sumber Data
3.3.1 Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dilapangan, melalui
observasi di lapangan, melalui observasi, pertimbangan digunakannya
teknik ini adalah bahwa apa yang orang katakana seringkali berbeda
dengan apa yang ia lakukan, dalam melakukan observasi tersebut,
peneliti menggunakan alat perekam. Selain itu penelitian juga melakukan
wawancara dengan informan-informan kunci.
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3.3.2 Data Sekunder
Penulis selain turun ke lapangan, juga meakukan telaah pustaka
yakni mengumpulkan data dari buku, jurnal, Koran dan sumber informasi
lainnya yang erat kaitannya dengan masalah penelitian.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini yaitu: Wawancara Mendalam Dan Arsip / Dokumen.
3.4.1 Wawancara Mendalam (indepth interview)
Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti / pewawancara yang
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan
jawaban.Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan
pedoma wawancara agar wawancara tetap berada pada fokus
penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan -
pertanyaan berlanjut. Pedomanwawancaradigunakan untuk
mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus
dibahas, juga menjadi daftar pengecek apakah aspek-aspek
relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Proses
pengumpulan data dengan wawancara mendalam penulis
membaginya menjadi dua tahap.
3.4.2 Arsip/Dokumen
Arsip atau dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang
berkaitan dengan fokus penelitan merupakan sumber data yang
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penting dalam penelitian.Dokumen yang dimaksud dapat berupa
dokumen tertulis gambar, atau foto, film, audio-visual, data statistik,
tulisan ilmiah yang dapat memperkaya data yang dikumpulkan.
3.5 Teknik Pemilihan Informan
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara
mendalam menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar
wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup
kemungkinan terdapat pertanyyan-pertanyaan berlanjut. Informan yang
dipilih adalah infoman yang benar paham dan mengetahui permasalahan
yang di maksud. Informan yang akan penulis wawancarai untuk
pengumpulan data ini terdiri dari komponen masyarakat dan beberapa
orang dari lembaga terkait. Pemilih informan dapat berkambang dan
berubah sesuai dengan kebutuhan peneltian dalam memperleh data yang
akurat.Penelitian ini berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang
didapat sudah cukup untuk menjawab permasalahan yang diteliti.
Adapun narasumber penelitian ini :
1. Pengelolah Pelindo IV
2. Ketua DPC Pelra Paotere
3. Camat Ujung Tanah
4. Komunitas Nelayan Paotere
5. Tokoh Masyarakat Paotere
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3.6 Teknik Analisis Data
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian
kualitatif, ada 3 (tiga) langkah dalam menganalisis data yaitu: reduksi data,
pengorganisasian data dan interpretasi data. Jika dirinci langkah-langkah
tersebut adalah sebagai berikut:
3.6.1 Reduksi Data
Reduksi data adalah merupakan bentuk analisis yang
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal
yang tidak penting sehingga kesimpulan akhir didapatkan. Pada
tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan,
penyederhanaan serta pengabstraksian data dari field note dan
hasil wawancara yang berupa hasil rekaman MP3, Field note dan
pengamatan lainnya, penulis langsung melakukan transfer data
kedalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis.Sebagai
upaya meminimalisasi reduksi data karena keterbatasan ingatan,
selanjutnya peneliti melakukan pengkategorian data menurut
kebutuhan peneliti. Hal ini dilakukan untuk membantu penulis
menganalisa data dan memasukkannya kedalam bab pembahasan
pada penulisan hasil penelitian.
3.6.2 Pengorganisasian Data
Tema-tema tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian. Juga
meliputi kategorisasi informasi yang lebih spesifik, dan
menampilkan hasilnya dalam beberapa format.Cara-cara yang
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paling umum dalam menampilkan data adalah teks. Selain juga
digunakan matriks, grafik, table dan sejenisnya.
3.6.3 Proses Interpretasi
Meliputi perbuatan keputusan dan penyusunan kesimpulanyang
berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Hai ini
meliputi proses mengidentifikasikan pola-pola, menemukan
kecenderungan dan memberikan penjelasan atas aspek-aspek
tertentu, yang akan memungkinkan terjadinya perkembangan
kearah sudut pandang yang lebih tegas yang selanjutnya  akan
menuntun peneliti dalam langkah selanjutnya. Proses penelitian
yang berlanjut akan membantu untuk merumuskan kembali,
menginformasikan dan menguji validasi dari kesimpulan yang
sudah dibuat sampai saat ini. Proses ini aan terus berlanjut sampai
kesimpulan akhir dapat tercapai.Di akhir kajian, studi  ini berupaya
untuk menghasilkan sebuah simpulan-simpulan yang mempunyai
daya eksplanasi konparatif, dan mampu membuahkan abstraksi
hipotesa yang bersifat deskriptif. Untuk memperdalam kedalaman
data, studi ini akan memanfaatkan data sekunder dan primer untuk
mengertahui kontenstasi yang terbangun berbasiskan atas konflik
masyarakat setempat yang terjadi dalam ranah civil
society/kelompok masyarakat yang dapat dieaborasi dari fenomena
konflik Pelindo IV dan masyarakat Paotere di Kota Makassar.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Profil Kecamatan Ujung Tanah
Kecamatan Ujung Tanah merupakan kecamatan yang ada di Kota
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kecamatan Ujung Tanah
seluas 5.94 Km dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :
1.  Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Makassar.
2.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontoala.
3.  Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Makassar.
4.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tallo.
Kecamatan Ujung Tanah ini  memiliki  12 kelurahan yaitu:
1. Kelurahan Pattingalloang
2. Kelurahan Pattingalloang Baru
3. Kelurahan Cambayya
4. Kelurahan Camba Berua
5. Kelurahan Barrang Lompo
6. Kelurahan Barrang Caddo
7. Kelurahan Kodingareng
8. Kelurahan Tabaringan
9. Kelurahan Ujung tanah
10.Kelurahan Totaka
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11.Kelurahan Tamalabba
12.Kelurahan Gusung
Kecamatan Ujung Tanah berada pada ketinggian 10 meter - 30
meter  di atas permukaan  laut  dengan kondisi  topografi berupa dataran
rendah. Daerah ini beriklim sedang dengan kelembapan udara berkisar
antara 70% - 80% dan temperature 30-45 C. Dari jumlah keseluruhan
penduduk Kota Makassar tersebar di 14 kecamatan, pada Tahun 2010
dengan jumlah penduduk 1.747.562 jiwa dan sebanyak 34.740 jiwa
menetap di Kecamatan Ujung Tanah. Sekitar 45 orang penduduk
pertahun pindah ke kecamatan lain. Dari jumlah penduduk yang pindah
dan penduduk yang datang di Ujung Tanah maka dari sudut  migrasi
terjadi peningkatan jumlah  penduduk  sebanyak 52 orang.  Namun  dari
segi reproduksi terjadi pertumbuhan penduduk sebanyak 28 orang. Ini
berarti bahwa secara keseluruhan selama tahun 2010 terjadi
pengurangan jumlah penduduk sebanyak 18 orang. Dari segi iklim
Kecamatan Ujung Tanah beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim
hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi  antara  bulan
November  hingga  bulan  Mei  dan  musim kemarau terjadi antara bulan
Juni hingga bulan Oktober. Keadaan alam yang baik memungkinkan
masyarakat berporfesi  sebagai nelayan, pengusaha dan wiraswasta.
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4.2 Profil Kelurahan Gusung
Kelurahan Gusung merupakan salah satu kelurahan dari 12 (dua
belas) kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Kota Makassar. Secara
umum Kelurahan Gusung memiliki 3 (tiga) RW (rukun warga) dengan
jumlah KK sebanyak  659 KK.  Adapun jumlah RW dan KK Kelurahan
Gusung dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel I. Sebaran Penduduk Kelurahan Gusung
Sumber Data: Profil Kelurahan Gusung Tahun 2015
Mayoritas wilayah dari Kelurahan Gusung merupakan area pesisir
pantai yang menjadi salah satu sumber pendapatan dan penghasilan  utama
masyarakat.  Wilayah pesisir yang luas dibandingkan wilayah kelurahan
lainnya di Kecamatan Ujung Tanah. Banyak diantara mereka yang tinggal di
area pesisir hanya berstatus hak guna yang sudah tinggal sangat lama dan
menetap di area tersebut. Adapun sebagian dari mereka menjadikan area
yang disediakan PT. Pelindo IV sebagai area usaha (hak guna usaha) yang
menjadi sarana penghasilan bagi warga Kelurahan Gusung yang
berlangsung cukup lama di wilayah ini.
No. Dusun/RW Jumlah KK Ket
1 1 220 -
2 2 183 -
3 3 256 -
Jumlah 659 -
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4.3 Profil Hasil Nelayan Kelurahan Gusung
Hasil tangkapan nelayan masyarakat Kelurahan Gusung sangat
tergantung dari pekerjaan yang paling mayoritas dilakukan oleh masyarakat.
Mayoritas masyarakat Kelurahan Gusung memiliki aktifitas dan profesi
sebagai pencari rumput laut, pengepul teripang,buruh nelayan dan nelayan
itu sendiri meskipun hanya dalam skala  kecil  atau  rumahan.  Selain  itu
produksinya  juga  hanya  untuk memenuhi   kebutuhan   keluarga   sebagai
penyangga   perekonomian keluarga.
Hasil tangkapan (ikan) nelayan masyarakat Kelurahan Gusung
selama ini dijual ke pasar-pasar tradisional atau pasar pelelangan ikan
secara sendiri-sendiri atau masyarakat juga menjualnya ke pedagang
pengumpul ikan kering dengan harga yang sangat bervariasi dan relatif agak
murah, hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai  faktor  yaitu  tidak adanya
harga  standar  yang  dipatok  oleh  pemerintah  (khusunya  pada harga
ikan), perubahan harga yang dilakukan oleh para pedagang pengumpul ikan
kering secara sepihak yang cenderung merugikan para nelayan di
Kelurahan Gusung pada  khususnya  .
Fenomena   ini   tidak   mampu   dibendung   oleh   masyarakat
dikarenakan kebutuhan ekonomi masyarakat yang sifatnya fluktuatif juga.
Ketidakmampuan  masyarakat  dalam  memasarkan  hasil nelayan serta
keterampilan nelayan dalam mengolah sendiri hasil tangkapannya menjadi
bahan jadi masih sangat terbatas, selain itu tuntutan kebutuhan  sehari-hari
yang  sifatnya  mendesak  menjadi  alasan  utama masyarakat terpaksa
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menjual hasil tangkapannya secara murah.  Hal  ini  menjadi  salah  satu
penyebab  rendahnya  penghasilan nelayan setiap bulan dan per tahunnya,
terlebih lagi biaya operasional yang mahal dan kondisi cuaca yang
mempengaruhi hasil tangkapan.
Dari sisi lain masyarakat Kelurahan Gusung memiliki pendapatan dan
penghasilan yang masih skala rumahan yaitu pengupas bawang putih dan
pemisah biji coklat. Pola nelayan yang dilakukan oleh masyarakat
Kelurahan Gusung selama ini sangat beragam yaitu peminjaman kapal
dengan bagi hasil tangkapan, pembelian hasil tangkapan (booking) sebelum
menangkap ikan dan penangkapan ikan secara biasa saja oleh
pemilik/perseorangan.
4.4 Profil Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Gusung
Pendidikan merupakan faktor dalam mewujudkan masyarakat yang
sejahtera, sehingga melalui pendidikan diharapkan masyarakat dapat
mewujudkan kehidupannya yang lebih. Hal ini pula yang terjadi di
Kelurahan Gusung yang  diketahui berdasarkan  profil  kelurahan yang
diberikan  oleh pegawai  kelurahan. Tingkat  pendidikan  masyarakat
Kelurahan  Gusung pada umumnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
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Tabel II. Data Pendidikan Masyarakat Kelurahan Gusung
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Tidak Bersekolah 225
2 Sekolah Dasar (SD) 113
3 Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat 84
4 Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat 179
5 Perguruan Tinggi (S1) 53
6 Perguruan Tinggi (S2) 5
7 Perguruan Tinggi (S3) 0
JUMLAH
Sumber Data : Profil Kelurahan Gusung Tahun 2015
Data  di  atas  menujukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam
bidang pendidikan masih kurang. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh
tingkat perekonomian masyarakat yang mayoritas penduduknya tidak
berpenghasilan tetap atau tidak berpenghasilan yang dipengaruhi musim
tangkapan dan musim di daerah ini. Sehingga faktor ekonomi masyarakat
menjadi faktor utama  rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat.  Selain
persoalan ekonomi,  ada  juga  persepsi  masyarakat  yang  memandang
sepele pendidikan. Masyarakat beranggapan bahwa pendidikan tidak
menjamin peningkatan  kesejahteraan,  bahkan  sarjana  sekalipun  belum
tentu mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, mapan seperti PNS
dan lain-lain. Hal demikian yang  menjadikan masyarakat kurang termotifasi
menyekolahkan anak-anaknya kenjenjang pendidikan yang lebih tinggi.
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4.5 Profil Fasilitas Publik Kelurahan Gusung
Sarana  dan  prasarana  pelayanan  publik  juga  menjadi  hal  yang
utama  dalam  mengukur  kesejahteraan suatu daerah.  Fasilitas- fasilitas
tersebut meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, ruang publik/pertemuan,
drainase dan lain-lain. Sumber  air bersih menjadi salah satu fasilitas publik
di Kelurahan Gusung yang berasal dari air PDAM (Perusahaan Daerah Air
Minum) warga dan beberapa sumur galian yang terdapat disekitar rumah
warga. Air inilah yang dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari,
misalnya mandi, air minum, mencuci dan lain sebagainya. Disisi lain kondisi
dan persedian air bersih di Kelurahan Gusung pada musim kemarau baik
yang dari air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) ataupun sumur galian
stoknya terbatas dan ada rumah warga yang menggunakan air PDAM
(Perusahaan Daerah Air Minum) tidak mengalir sehingga warga mencari
persediaan air bersih di luar Kelurahan Gusung, sehingga penggunaan air
biasanya dikondisikan atau masyarakat dihimbau untuk hemat dalam
menggunakan air.
Sarana  pelayanan  kesehatan  masyarakat Kelurahan Gusung
seperti Posyandu yang memberikan pelayanan medis secara cepat dan
mudah dijangkau oleh masyarakat, namun ada beberaapa keterbatasan dari
segi mutu maupun frekeunsi dalam pelayanan terhadap masyarakat
sepenuhnya tidak menjangkau secara umum masyarakat. Secara umum
dan aktivitas keseharian yang sering dilakukan oleh Posyandu dalam
pelayanan kesehatan baru menjangkau kalangan  ibu-ibu  dan  anak-anak.
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Dengan  modal  pengalaman  dan keilmuan  yang  dimiliki oleh  para
pegawai posyandu selalu terhambat karena kekurangan obat-obat yang
diperlukan dan beberapa masyarakat neggan untuk membeli obat yang
disarankan oleh pegawai posyandu dikarenakan tidak ingin mengeluarkan
uang yang cukup besar untuk biaya pembelian obat yang dianjurkan.
4.6 Profil Kondisi Perumahan Kelurahan Gusung
Keadaan  lingkungan  permukiman sangatlah beragam mulai dari
rumah kayu, rumah batu, rumah panggung, maupun ruko (rumah toko).
Bagi  masyarakat  yang  mapan biasanya rumah mereka terbuat dari bahan
dasar batu dan kebanyakan menjadikan ruko (rumah toko) yang biasanya
dipakai oleh para pengusahan yang ada di area tersebut, sedangkan
keluarga  sedang  dan miskin  umumnya  menggunakan  bahan  bangunan
yang  berkualitas rendah.  Merenovasi  atau  memperbaiki  rumah  bagi
masyarakat  miskin tidak  menjadi  prioritas  utama,  yang  penting  bagi
mereka  adalah kebutuhan  makan  untuk  bertahan  hidup  sehingga
harapan  terhadap rumah hanya sebatas  perlindungan  dari panas  dan
hujan, angin serta tempat berkumpul bagi semua keluarga, meskipun ukuran
rumahnya kecil yang  dibangun  pada  jalur  jalan  poros  dan  sebagian
kecil lainnya dibangun disekitar jalan lorong. Dalam  wilayah ini,  jarak  antar
rumah  penduduk  relatif sangat berdekatan.
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4.7 Profil dan Sejarah Pelindo IV Unit Paotere
Pelabuhan Paotere merupakan pelabuhan yang peruntukannya lebih
dikhususkan bagi perahu layar bermotor atau perahu motor namun tidak
tertutup untuk kapal besi sepanjang memungkinkan.Pelabuhan Paotere
terletak diantara Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Wilayah VI Makassar
dengan PT.Industri Kapal Indonesia (PT.IKI) Makassar. Pada awalnya
Pelabuhan Paotere hanya merupakan daerah pesisir pantai biasa yang oleh
karena letaknya yang aman dan memungkinkan bagi kapal-kapal yang
ukuran kecil untuk berlindung sementara dari gangguan ombak dan dapat
melakukan aktivitas bongkar muat barang walaupun belum dilengkapi
dengan sarana seperti penahan ombak (Breakwater), dermaga, lapangan
penumpukan dan sarana-sarana pelabuhan lainnya.
Seiring dengan semakin banyaknya kapal-kapal yang berlindung, dan
bertambahnya kunjungan kapal ke wilayah pantai ini, maka sekitar tahun
1970 Pelabuhan Paotere sudah mulai dibenahi oleh Pemerintah dengan
cara melakukan pengerukan kolam dan pembuatan dermaga dari kayu,
pembuatan lapangan penumpukan barang dan pagar tembok pengamanan
daerah kerja pelabuhan untuk melayani keperluan-keperluan kapal di
Pelabuhan. Setelah dilakukan pembenahan-pembenahan, maka pada
tanggal 26 November 1977 Pelabuhan ini diresmikan penggunaannya oleh
Direktur Jenderal Perhubungan Laut saat itu, yaitu Hariyono Nimpuno dan
sekaligus memberi nama “Pelabuhan Paotere”
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Paotere sendiri berasal dari kata Otere yang artinya Tali. Paotere
terdiri dari 2 suku kata, yaitu Pa’ artinya mengikat Otere artinya tali, berarti
Paotere artinya “mengikat sesuatu dengan tali”. Sebagian orang
mengartikannya, Pa’ artinya pembuat,  Otere artinya tali. Berarti Paotere
artinya “pembuat tali”. Kedua pengertian tersebut masih mempunyai kaitan
yang sama. Nama Paotere diambil sebagai nama Pelabuhan karena profesi
dan kebiasaan masyarakat disekitar pelabuhan mayoritas berprofesi
sebagai pembuat tali dari ijuk dan sabuk kelapa, tali merupakan kebutuhan
yang sangat penting untuk mengikat kapal ditambatan ataupun saat kapal
sedang berlayar untuk mengikat barang-barang muatan kapal agar barang
tidak jatuh ke laut.
Pelabuhan Paotere awalnya dibawah pengelolaan Badan
Pengusahaan Pelabuhan (BPP) Makassar yang pada tahun 1984 berubah
menjadi PERUM Pelabuhan IV Makassar dan sekarang bernama PT
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar Kawasan Paotere. Pelabuhan
Paotere berstatus Kawasan memiliki panjang dermaga 570 meter dan
lapangan penumpukan seluas 7.962,23 M2 didukung oleh 9 orang karyawan
tetap,  4 orang tenaga Outsourcing dan 2 orang dari Satuan Pengamanan
(SATPAM) serta dapat menampung Kapal Layar Motor (KLM) dan Perahu
Layar Motor (PLM) setiap harinya sekitar 45 s.d 70 kapal yang sandar
bersamaan secara susun sirih.
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Saat ini PT. Pelabuahan Indonesia IV (Persero) mengelola 19
Pelabuhan Cabang, 1 unit Terminal Petikemas, 3 Unit Pelayanan
Kepelabuhanan (UPK) dan 4 Kawasan termasuk Kawasan Paotere.
Pelabuhan Indoesia IV (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di
Makassar, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola dan
melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa
kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
Perseroan untuk menghasilkan pelayanan jasa yang bermutu tinggi dan
berdaya saing yang kuat serta mendapatkan/mengejar keuntungan guna
meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip
Perseroan.
Gambar Wilayah Kerja PT. Pelabuhan Indoesia IV (Persero)
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Tabel iii. Wilayah kerja PT. Pelabuhan Indoesia IV (Persero),
digambarkan sebagai berikut:
No Provinsi Nama Pelabuhan Keterangan
1.
Kalimantan
Timur
1. Pelabuhan
Balikpapan
2. Pelabuhan Samarinda
3. Pelabuhan Tarakan
4. Pelabuhan Nunukan
5. Pelabuhan Kampung
Baru
6. UPK Bontang-
Lhoktuan
7. UPK Sengata
8. UPK Tanjung Redep
Kelas I
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kawasan
Unit Pely.
Kepelabuhanan
Unit Pely.
Kepelabuhanan
Unit Pely.
Kepelabuhanan
2.
Sulawesi
Selatan
1. Pelabuhan Makassar
2. UTP Makassar
3. Pelabuhan Parepare
4. Pelabuhan Paotere
Kelas Utama
Kelas I
Kelas III
Kawasan
3. Sulawesi Utara
1. Pelabuhan Bitung
2. Pelabuhan Manado
Kelas I
Kawasan
4.
Sulawesi
Tengah
1. Pelabuhan Pantoloan
2. Pelabuhan Tolitoli
3. Pelabuhan Donggal
Kelas II
Kelas IV
Kawasan
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5.
Sulawesi
Tenggara
Pelabuhan Kendari Kelas III
6. Gorontalo Pelabuhan Gorontalo Kelas IV
7. Maluku Utara Pelabuhan Ternate Kelas II
8. Maluku
1. Pelabuhan Ambon
2. Pelabuhan
Bandanaira
Kelas I
Kawasan
9. Papua
1. Pelabuhan Jayapura
2. Pelabuhan Merauke
3. Pelabuhan Biak
Kelas II
Kelas III
Kelas III
10. Papua Barat
1. Pelabuhan Sorong
2. Pelabuhan Manokwari
3. Pelabuhan Fakfak
Kelas II
Kelas III
Kelas IV
Kegiatan Usaha Utama
1. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan
dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat
berlabuhnya kapal;
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang
berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan
kapal;
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3. Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain
untuk bertambat, bongkar muat petikemas, curah cair, curah
kering, multi purpose, barang termasuk hewan (general
cargo), dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau
kendaraan;
4. Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, petikemas, curah
cair, curah kering (general cargo), dan kendaraan;
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas,
curah cair, curah kering, multi purpose, penumpang,
pelayaran rakyat dna ro-ro;
6. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan
lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan
barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta
peralatan pelabuhan;
7. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai
bangunan dan lapangan, industri dan gedung-
gendung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan
kelancaran angkutan multi moda;
8. Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan
instalasi limba serta pembuangan sampah;
9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian Bahan Bakar
Minyak untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;
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10. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan
distribusi barang termasuk hewan;
11. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan dan
pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
12. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo petikemas dan
perbaikan, cleaning, fumigasi serta pelayanan logistik
Kegiatan Usaha Penunjang.
1. Jasa angkutan, Jasa persewaaan dan perbaikan fasilitas dan
peralatan;
2. Jasa perawatan kapal dan peralatan dibidang
kepelabuhanan;
3. Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (ship to ship
transfer) termasuk jasa ikutan lainnya;
4. Properti di luar kegiatan utama kepelabuhanan;
5. Kawasan industry, Fasilitas pariwisata dan perhotelan;
6. Jasa konsultan dan surveyor kepelabuhanan, Jasa
komunikasi dan informasi;
7. Jasa konstruksi kepelabuhanan, Jasa forwading/ekspedisi;
8. Jasa kesehatan, Perbekalan dan catering;
9. Tempat tunggu kendaraan bermotor dan shuttle bus, Jasa
penyelaman (salvage), Jasa tally, Jasa pas pelabuhan, dan
Jasa timbangan.
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Kegiatan Usaha Kawasan Paotere
1. Pelayanan Jasa Kapal meliputi: jasa labuh, dan jasa tambat,
2. Pelayan Jasa Barang meliputi : jasa dermaga dan jasa
lapangan penumpukan
3. Pengusahaan tanah, bangunan dan listrik.
4. Rupa-rupa usaha meliputi pas pelabuhan, retribusi alat dan
retribusi jolloro (perahu yang memiliki bobot di bawah
ketentuan pengajuan permohonan permintaan kapal dan
barang)
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gerakan sosial (social movement) adalah aktivitas sosial berupa
gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal
yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara
spesifik menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial.(Elly
M. Setiadi dan Usman Kopil,2011:217)
Gerakan sosial juga merupakan tindakan terencana  yang
dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program
terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan
perlawanan untuk melestarikan  pola-pola  dan  lembaga masyarakat yang
sudah ada.
Gerakan Sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang
lahir dari dan atas upaya masyarakat dalam usahanya menuntut
perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini
terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah
tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu
bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Dengan kata lain,
gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan
rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil.
Anthony Giddens menyatakan Gerakan Sosial sebagai upaya
kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan
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bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif (action collective)
diluar ruang lingkup lembaga- lembaga yang mapan.(Fadillah putra,
dkk,2006:1) Sedangkan Mansoer Fakih menyatakan bahwa Gerakan Sosial
dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam
rangka tujuan sosial terutama dalam usaha merubah struktur maupun nilai
sosial.(Mansoer fakih,2002:27)
5.1 Faktor-faktor penyebab timbulnya perlawanan masyarakat
Paotere terhadap perencanaan perluasan area pelabuhan
Paotere di Kota Makassar
Penguasaan area tanah seringkali menjadi permasalahan dalam
suatu wilayah karena kebutuhan masyarakat sebagai pemilik tanah
terganggu dengan adanya perubahan bentuk wilayah yang terjadi di area
masyarakat yang dapat menganggu proses kelangsungan hidup maupun
usaha milik masyarakat. Bentuk aksi protes sebagai sarana meluapkan
kekecewaan masyarakat terhapat suatu kebijakan yang dianggap
merugikan masyarakat. Modernisasi area pesisir telah menimbulkan
benturan dan begitu  banyak  perubahan  di  semua  aspek  kehidupan
masyarakat maupun nelayan. Konflik, kesenjangan sosial, dan
munculnya   reaksi   atau gerakan sosial merupakan beberapa indikator
atau gejala terjadinya perubahan. Secara sederhana  dapat  dikatakan
bahwa  gerakan  adalah  sebuah  reaksi terhadap suatu perubahan sosial.
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Permasalah area tanah yang yang terjadi di Kelurahan Gusung
tidak dapat di pisahkan dari  sejarah  dan  dialektika  historis  dari
keberadaan  pemukiman masyarakat  dan perlawanan  masyarakat  yang
menjadi  dasar  terjadinya perselisihan antara PT. Pelindo IV unit Paotere
dengan masyarakat Kelurahan Gusung. Dari awal menetapnya
masyarakat maupun keberadaan PT. Pelindo IV unit Paotere yang
menjadi penyebab pengklaiman hak tanah oleh masyarakat yang telah
lama dihuni oleh masyarakat itu sendiri.
Perencanaan perluasan area Pelabuhan Paotere  telah
menciptakan  benih-benih  perlawanan dari  kelompok  masyarakat  yang
tinggal di sekitar area pelabuhan dan menjadi syarat munculnya kekuatan
perlawanan terhadap berubahnya pola kehidupan yang diciptakan oleh
perluasan area tersebut. Faktor sosial ekonomi masyarakat seperti yang
hilangnya mata pencarian para nelayan dan pindahnya tempat usaha
masyarakat  merupakan  faktor  pendukung terbangunnya kesadaran
kolektif yang menjadi dasar terbentuknya kelas masyarakat  yang
melawan  kebijakan yang  akan  diambil  oleh  pihak PT. Pelindo IV unit
Paotere, sehingga  kesadaran tersebut akan mampu  menilai  bahwa
berbagai  macam  persoalan  yang  tecipta dengan adanya perencanaan
tersebut.
Terjadinya gerakan sosial  merupakan  perbedaan  atau
pertentangan  antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena
perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan
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jalan  menentang pihak  lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan
yang sering kali menimbulkan korban. Korban tersebut baik dari pihak
masyarakat maupun dari pihak PT. Pelindo IV unit Paotere.
Ted Robert Gurr dalam teori Deprivasi Relatif yaitu tingkahlaku
agresif (khususnya tingkah laku agresif massa) timbul sebagai akibat
adanya frustasi dalam masyarakat. Ketika dalam suatu masyarakat terjadi
suatu kesenjangan antara nilai yang diharapkan dengan nilai kapabilitas
untuk menggapai harapan tadi maka masyarakat yang bersangkutan akan
mengalami kekecewaan dan frustasi. Kondisi ini pada gilirannya akan
memunculkan tindakan melawan atau memberontak, semakin besar
tingkat  kesenjangan yang terjadi, maka semakin besar pula kemungkinan
munculnya tindakan melawan dan memberontak tersebut. Dan
kesenjangan itu pula yang mengilhami timbulnya aksi-aksi massa.
Perasaan deprivasi, dari ketidakpuasan atas situasi seseorang,
bergantung apakah yang ingin dimiliki seseorang tersebut atas suatu
hal.Deprivasi Relatif dimaksud tidak hanya terbatas mengenai tujuan yang
diberikan kepada seseorang, tetapi juga merasa bahwa dia mempunyai
hak untuk mencapai tujuan tersebut, merasa pantas memperolehnya,
paling tidak dibawah kondisi tertentu
Adapun faktor penyebab  konflik ada empat yaitu; perbedaan antar
individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan  kepentingan,  dan
perubahan  sosial.  Sama  seperti  yang dikatakan oleh Ted Robert Gurr
dalam teori Deprivasi Relatif, berdasarkan hasil wawancara dengan
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beberapa warga di Kelurahan Gusung, pemerintah setempat, dan pihak
PT. Pelindo IV unit Paotere, dapat  diketahui  faktor-faktor  penyebab
gerakan sosial  antara masyarakat dengan pihak PT. Pelindo IV unit
Paotere ialah faktor ketidakpuasan masyarakat dengan adanya
perencanaan perluasan area pelabuhan yang menyebabkan perubahan
sosial dan ekonomi yang  menyebabkan  munculnya  konflik di area
pemukiman masyarakat Gusung yang ingin diambil alih dalam rangka
perluasan area pelabuhan oleh pihak PT. Pelindo IV unit Paotere. Adapun
beberapa faktor yang menjadi dasar terjadi gerakan sosial pada area
sekitar Pelabuhan Paotere antara masyarakat dengan pihak PT. Pelindo
IV Unit Paotere, yaitu meliputi:
5.1.1 Faktor Status Hak Guna Bangunan
Sebagai negara konstitusi, Indonesia saat ini yang sangat
berpatokan pada bukti-bukti nyata pada kepemilikan atas tanah
sementara. Dalam perizinan mengenai sebuah bangunan, kita tentu
sudah familiar mendengar mengenai Sertifikat Hak Guna Bangunan atau
disingkat HGB yang diatur dalam pasal 35-40 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Pengaturan lebih lanjut mengenai Hak Guna Bangunan tersebut kemudian
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangungan, dan Hak Pakai atas Tanah (PP 40/1996).
Pasar 35 ayat(1) UUPA menerangkan pengertian hak guna bangunan
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sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu.
HGB (Hak Guna Bangunan) adalah kewenangan yang diberikan
oleh pemerintah atau suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan
sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun
yang atas permintaan pemegang hak mengikat keperluan serta keadaan
bangunan-bangunannya dan dapat diperpanjang sampai dengan jangka
waktu maksimum 20 tahun. Pemegang sertifikat tersebut hanya diberikan
kuasa untuk memberdayakan lahan baik untuk mendirikan bangunan
ataupun keperluan lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi, pemilik
bangunan ataupun rumah dengan status HGB hanya memiliki
bangunannya saja, sedangkan tanahnya masih milik negara.
Begitu  juga  yang  terjadi  di  Kelurahan Gusung,  dimana
masyarakat yang diberikan fasilitas terhadap tanah tersebut atas dasar
hak guna bangunan menjadikan tanah tersebut seakan-akan menjadi hak
milik pribadi oleh masyarakat. Tidak adanya kejelasan mengenai status
kepemilikan tanah atau lahan yang dijadikan objek perselisihan menjadi
faktor utama penyebab terjadinya permasalahan atas pengolahan tanah
antara masyarakat dengan pihak PT. Pelindo IV unit Paotere. Status hak
guna bangunan ini menimbulkan masing-masing pihak  melakukan
pengklaiman terhadap tanah tersebut. Masyarakat Kelurahan Gusung
yang mengklaim lahan tersebut milik mereka   karena   mereka   sudah
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tinggal di sana mulai dari keluarga terdahulu mereka yang sudah menetap
sudah sangat lama di area tersebut.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan responden,
dikatahui bahwa sebelum datangnya PT. Pelindo IV unit Paotere di area
tersebut, sudah banyak masyarakat yang sudah tinggal di area tersebut,
seperti yang dijelaskan oleh MP sebagai orang berpengaruh , bahwa:
“Pelindo itu masuk pada tahun 90an, pada saat itu ada
katanya surat penanggung jawab dari petugas bahwa Pelindo itu
mengukur luas area di tempat itu pada tahun 1992. Padahal saya
tinggal di sana pada tahun 1978 sudah banyak rumah
masyarakat, dari situ saya memberikan penjelasan di polda
bahwa saya masuk di situ pada tahun 1978 dan membangun
rumah pada saat itu, areanya masih sangat kosong tidak seperti
saat ini karena rumah saya sangat dengan dengan jalan raya
hanya sekitar 5 rumah dari pinggir jalan raya  dan di bawah
rumah (rumah panggung) saya itu air. Jadi apa yang mungkin
pihak pelindo mau ukur karena pada saat itu hanya hamparan
pesisir yang dijadikan wilayah tempat tinggal masyarakat. Dan
saya sebagai orang yang lama tinggal di sini bersedia menjadi
saksi apabila nanti akan terjadinya hal-hal yang memicu konflik.
(wawancara.30 Agustus 2016)”
Berdasarkan keterangan-keterangan di atas penulis dapat
menggambarkan bahwa kedudukan masyarakat Kelurahan Gusung yang
menempati wilayah tersebut sebelum adanya pihak PT. Pelindo IV unit
Paotere menandakan bahwa hak mereka atas tanah yang dihuninya
sudah semestinya dijamin oleh negara, yang pada sejarah lahan tersebut
merupakan tempat bekerja bagi masyarakat dan nelayan secara turun-
temurun. Selain pengakuan dari negara yang masyarakat butuhkan,
mereka juga  membutuhkan  pengakuan  dari sesama masyarakat dalam
satu wilayah tersebut, karena hal demikian yang akan menghidarkan
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masyarakat dari pertentangan, perselisihan atau konflik sesama
masyarakat maupun pihak lainnya. Sehingga masyarakat kemudian
berinisiatif untuk memberikan  batas  batas  kepemilikan  dan  pengakuan
sesama masyarakat.
Hal tersebut menjadi dasar bagi masyarakat dalam mengelolah
dan  menguasai  tanah huniannya,  akan  tetapi  pada saat kedatangan
PT. Pelindo IV unit Paotere meminta kepada masyarakat untuk
memperlihatkan surat tanah yang dapat membuktikan bahwa tanah yang
dihuninya adalah tanah yang sah secara konstitusi. Di  sisi  lain  dengan
terbentuknya  ormas (organisasi masyarakat)  sebagai  wadah  bagi
masyarakat  dalam  memperjuangkan hak-hak  kepemilikan  tanahnya.
Beberapa  tahun  terakhir  ormas  menjadi pelopor  bagi  masyarakat
untuk  melakukan  aksi-aksi  memperjuangkan hak-hak  kepemilikian
tanah.  Hal  ini  di  ungkapkan  oleh  salah  satu anggota ormas yang
diwawancarai AT, yaitu:
“Bagaimana caranya mereka menganggap tanah yang kita
tempati ini adalah miliknya, sedangkan kami di sini sudah lama
dibandingkan adanya Pelindo itu. Jadi kita di sini juga pasti
tersinggung kalau mereka bilang semua tanah di sini adalah
milik Pelindo.(wawancara.1 September 2016)”
Pada   perkembangannya   semakin   banyak   masyarakat   yang
resah dengan adanya pengklaiman terhadap tanah yang mereka tempati
yang kita ketahui  yang  terjadi  di  Kelurahan Gusung,  dimana
masyarakat yang diberikan fasilitas terhadap tanah tersebut atas dasar
hak guna bangunan menjadikan tanah tersebut seakan-akan menjadi hak
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milik pribadi oleh masyarakat. Tidak adanya kejelasan mengenai status
kepemilikan tanah atau lahan yang dijadikan objek perselisihan menjadi
faktor utama penyebab terjadinya permasalahan atas pengolahan tanah
antara masyarakat dengan pihak PT. Pelindo IV unit Paotere.
. Keterangan  di  atas  juga  tambahkan  oleh  Pemerintah
Kelurahan Gusung.menyatakan bahwa sebelum area tersebut pada
awalnya hanyalah hamparan pesisir yang ditimbun masyarakat sebagai
hak pakai yang diketahui oleh pemerintah setempat. Hal ini dituangkan
dalam wawancara AP sebagai Lurah Gusung sebagai berikut:
“bagi masyarakat setempat sudah tidak asing lagi dengan
banyaknya isu terhadap perluasan area pelabuhan. Karena
sampai saat ini saya belum juga menerima surat resmi tentang
perihal perluasan tersebut. Jadi kalau menyebut mereka yang
punya tanah pasti juga ada bukti nyata yang diperlihatkan untuk
saya. Kalau kita melihat masyarakat di sana cuman hidup pas-
pasan dan di area itu juga mereka mencari nafkah. Jadi kalau
memang Pelindo iangin memperluas area pelabuhan mesti
lewat di sini dulu lalu kita sampaikan kepada masyarakat.
Apalagi kita ketahui bahwa masyarakat di sini memiliki
pendidikannya yang kurang, jadi jangan sepihak saja bilang itu
tanah milik mereka karena dapat mengundang kerusuhan
terutama untuk Pelindo itu sendiri. .(wawancara.15 September
2016)”
Namun   harus   disadari   pula   oleh   masyarakat   mengenai
perkembangan  hukum  atas tanah  di  Indonesia  sebagai  Negara
hukum. Perkembangan hukum Indonesia saat ini hanya berpatokan pada
bukti-bukti nyata mengenai kepemilikian tanah secara sah dan legal
sesuai aturan hukum yang berlaku. Hak Guna Bangunan yang diatur
dalam pasar 35-40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pengaturan lebih lanjut
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mengenai Hak Guna Bangunan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangungan, dan Hak Pakai atas Tanah (PP 40/1996). Pasar 35 ayat(1)
UUPA menerangkan pengertian hak guna bangunan sebagai hak untuk
mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu.
Pihak  PT. Pelindo IV unit Paotere  pun  mengklaim  dirinya
memiliki  hak kepemilikan melalui perjanjian sebelumnya dalam bentuk
Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini dijelaskan oleh A.SE kepala unit PT.
Pelindo unit Paotere dalam wawancara dengan peneliti, yaitu:
“Terkait dengan bangunan-bangunannya itu sudah pola yang
sudah tidak bisa dihindari karena kita ini setiap saat harus
menerima yang namanya perubahan itu juga menjadi tuntunan
kita ke lingkungan, yang dimana masyarakat di sini masih
tersentuh dengan sebuah pemahaman. Kita dibutuhkan di sini
adalah ruang komunikasi dengan masyarakat karena batasan
aktifitas kita di sini tidak dekat dengan masyarakat jadi
penghambatan dengan hak pengelolahan kita. Kebiasaan
secara visual masyarakat yang biasanya kegiatan padat karya
namun hal itu bukan berarti menghilangkan kebiasaaan
masyarakat dan pola pemahaman masyarakat di sini yang
harus dibangun bila mereka ingin diatur maka akan seperti ini
jadinya, dengan perataan konsep-konsep yang direncanakan
karena perlu kita ketahui bersama bahwa pelabuhan ini adalah
pelabuhan umum dan pelabuhan yang salah satu objek wisata
lokal dan mancanegara walaupun jumlahnya tidak banyak,
apalagi tahun depan konsepnya 15 kapal yang dirata-ratakan
mencakup 15.000 ribu orang. Inilah konsep yang ingin bangun
kedepannya yang menjadikan model paotere manjadi model
modern namun ada juga sisi tradisional. Mereka di sini hanya
menggunakan tanah HGB dan bukan milik mereka pribadi yang
dimana tanah mereka itu milik negara yang diikuti sesuai
dengan keputusan menteri. Jadi mereka tinggal di sini mereka
semua tidak bayar karena hanya menggunakan HGB, karena
mereka dulu itu memiliki kontrak dengan negara atas
penggunaan tanah HGB. Jadi mereka yang beranggapan
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bahwa kakek atau nenek saya dari dulu tinggal di sini harus kita
tanyakan mana surat pendirian rumah itu karena itu semua
sudah diatur sebelum berdirinya bangunan ataupun rumah di
area sekitaran paotere lagipula sudah lewat batas waktu yang
ditentukan pada saat perjanjian dibuat.(wawancara.19
September 2016).”
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden penelitian, bahwa
pada awalnya pengolahan tanah untuk masyarakat yang berbentuk Hak
Guna Bangunan (HGB) yang memiliki jangka waktu tertentu yang belum
semua masyarakat pahami hingga saat ini. Mereka beranggapan bahwa
apa yang mereka tempati saat ini adalah hak milik pribadi yang menjadi
dasar pemahaman masyarakat di area tersebut. Saat ini pihak PT. Pelindo
IV unit Paotere ingin melakukan kerjasama dengan masyarakat namun
memiliki hambatan salah satunya adalah ruang komukasi dan juga kurang
harmonisnya hubungan pihak pengelolah PT. Pelindo IV unit Paotere
dengan masyarakat yang membuat permasalahan tanah di area tersebut
menjadi suatu yang saat sensitif mengingat tinggat pendidikan masyarakat
yang sangat kurang yang dapat menimbulkan konflik dalam bentuk fisik
yang sangat ingin dihindari oleh pihak PT. Pelindo IV unit Paotere.
Namun beberapa masyarakat yang menyadari akan Hak Guna
Bangunan yang telah diberikan kepada mereka. Mereka beranggapan hak
yang diberikan sudah lebih dari cukup untuk keberlangsungan hidup
mereka dari puluhan tahun silam pada tanah yang bukan milik mereka.
Dalam pengembangan pelabuhan yang ingin diperluas beberapa
masyarakat mengetahui hal itu menjadi keputusan yang lumrah bagi
mereka yang memang memilik hak pada tanah yang di tempati saat ini.
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Seperti penjelasan RS dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai
berikut:
“kita memang sudah lama tinggal di sini, belum banyak
rumah di bangun di sini. Kita diberikan fasilitas tanah dengan
pernjajian hanya seperti kontrakan tanah tapi kita tidak bayar.
Jadi kalau besok-besok pemerintah atau siapa yang punya ini
tanah kita siap untuk pindah tapi berikan juga kami tempat
tinggal layak sebagai gantinya karena kalau bukan di sini kami
mau tinggal di mana lagi. Mungkin pemerintah itu mengasihani
kami ini yang serba kekurangan ini. (wawancara.12 September
2016)”
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijadikan gambaran bahwa
mereka yang menyadari perjanjian kontrak pada tanah tersebut
mengetahui apabila di suatu saat nanti tanah yang mereka tempati akan
diambil oleh pihak pengelolah. Namun mereka yang kurang paham akan
hal ini dapat menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan yang dapat
menimbulkan kerusuhan yang dapat menimbulkan korban jiwa.
Begitu  juga  yang  terjadi  di  Kelurahan Gusung,  dimana
masyarakat yang diberikan fasilitas terhadap tanah tersebut atas dasar
hak guna bangunan menjadikan tanah tersebut seakan-akan menjadi hak
milik pribadi oleh masyarakat. Tidak adanya kejelasan mengenai status
kepemilikan tanah atau lahan yang dijadikan objek perselisihan menjadi
faktor utama penyebab terjadinya permasalahan atas pengolahan tanah
antara masyarakat dengan pihak PT. Pelindo IV unit Paotere.
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5.1.2 Faktor Sosial dan Ekonomi
Kesenjangan sosial dan ekonomi yang sering kali terjadi dalam
kehidupan masyarakat yang sangat terlihat jelas pada masa saat ini.
Sebuah gejala yang timbul di dalam masyarakat karena adanya
perbedaan batas kemampuan finansial dan yang lainnya di antara
masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan atau wilayah tertentu. Salah
satu bentuk kesenjangan sosial yang bisa dilihat yaitu banyaknya
kesenjangan yang terjadi diantara masyarakat yang tinggal dalam sebuah
komplek perumahan mewah dengan masyarakat yang tinggal dalam suatu
lingkup kecil, padat dan kumuh. Dalam kontes ini sangat jelas dapat
menggambarkan kehidupan masyarakat Kelurahan Gusung yang hidup
dalam lingkup kecil, padat dan kumuh tersebut.
Salah satu penyebab terjadinya konflik yang terjadi dalam
masyarakat yaitu kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi
atau terhalangi oleh pihak lain. Faktor sosial dan ekonomi merupakan
faktor determinan atau yang  menentukan  dalam  sebuah konflik
sebagai  penyebab  konflik  itu sendiri.  Dalam  kondisi  saat  itu,  pemicu
dan  penyebab  konflik  banyak disebabkan  oleh  perebutan  sumber
ekonomi  dan  stratra  sosial  sehingga setiap konflik terjadi, persoalan
mereka tertuju pada distribusi ekonomi dan kesenjangan sosial yang tidak
merata atau perebutan sumber-sumber ekonomi.
Permasalah yang terjadi di area sekitar Pelabuhan Paotere adalah
pola pengklaiman  kepemilikan  tanah  di Kelurahan Gusung yang  tidak
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adil  dan  merata,  secara subtansi berpengaruh pada aspek pemanfaatan
tanah oleh masyarakat dan nelayan. Masyarakat akan semakin miskin,
karena sumber  ekonomi  dan  kesenjangan  sosial  mereka  hilang
ditangan penguasa dan pengusaha. Sebagian masyarakat sebagai
pemilik tanah seringkali  harus  menderita.  Kebutuhan  ekonomi  dalam
keluarga  yang semakin  meningkat  seringkali  tidak  terpenuhi  dan
kesenjangan  sosial karena tanah sebagai sumber dan mata pencaharian
mereka sudah tidak ada lagi karena adanya perencanaan perluasan area
di sekitar Pelabuhan Paotere. Ketidakdilan dalam pemanfaatan area
tersebut akan menambah jumlah masyarakat miskin diakibatkan faktor
ekonomi dan kesenjangan sosial yang makin meningkat di area tersebut.
Masyarakat Paotere terlibat langsung dalam permasalahan
kepemilikan tanah sejak dulu. Tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial
yang mendesak bagi mereka tidak terpenuhi, sementara sebagian dari
mereka yang tidak memiliki lahan bekerja sebagai buruh di pelabuhan
dengan   upah   yang   sangat sedikit. Secara umum masyarakat Paotere
menginginkan penyelesaian sengketa tanah mereka secepatnya.
Masyarakat Paotere sudah berkonflik selama berpuluh-puluh tahun untuk
mendapatkan hak tanah yang mereka huni. Pemahaman masyarakat
Paotere menganggap bahwa tanah adalah  sumber  ekonomi  dan
kesenjangan  sosial  bagi  mereka,  maka banyak orang yang berjuang
dan mempertahankan tanah yang mereka miliki selama ini sebagai
sumber penghasilan yang berarti tanah memiliki nilai jual  yang  cukup
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tinggi,  hal  ini  terjadi karena  di  era  globalisasi  tanah mendapat  posisi
teratas  dalam  proses  tawar  menawar  dalam  sistem ekonomi dan
kesenjangan sosial.
Hal ini pula yang terjadi di Kelurahan Gusung mengenai
permasalahan tanah pada area sekitar Pelabuhan Paotere yang
berdampak  secara  ekonomi  bagi  kehidupan  masyarakat  sekitar.
Dampak ekonomi bagi dan kesenjangan sosial masyarakat terlihat dari
tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil
wawancara dengan MK salah seorang pedagang, yaitu:
“jika memang nanti Pelindo mau ambil tanah di dekat sini.
Berarti kami semua yang jualan di sini diusir, jadi nanti kami
mau jualan dimana lagi. Lagipula kita jualan di sini sudah
sangat lama dan mungkin adanya perencanaan itu membuat
kami sangat dirugikan karena hilangnya pekerjaan kami
padahal di sinilah kami mencari uang untuk makan sehari-
hari.(wawancara.10 September 2016)”
Pihak  masyarakat  menginginkan  tanah  mereka  kembali  untuk
dapat digunakan sebagai lahan pekerjaan dan memberikan penghasilan
bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil berdagang
maupun dari penghasilan lainnya, sedangkan dari pihak PT. Pelindo IV
unit Paotere menginginkan tanah HGU yang sekarang di tempati
masyarakat Paotere untuk adanya perkembangan dan perubahan di area
sekitaran Pelabuhan Paotere dan dimiliki sepenuhnya oleh pihak PT.
Pelindo IV unit Paotere dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelabuhan dari aspek pelayanan dan pendapatan. Seperti juga yang
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diungkapkan BA salah satu pedagang yang datang berjualan di area
tersebut, yaitu:
“yah kalau memang pemerintah atau yang punya ini tanah
sudah mau ambil yah mau bagaimana lagi. Kalau semua orang di
sini sudah disuruh pindah saya juga akan pindah karena saya
juga bukan asli di sini namun saya sudah jualan di sini dari bapak
hingga saya yang kelolah sendiri. Kalau memang ini jadi pindah
bakalan susah lagi kita karena ini jualan susah untuk memulai
dari mana lagi. Jadi kalau adanya  perluasan itu pasti sangat
banyak masyarakat di sini yang dirugikan. Saya juga berharap
kalau memang sudah di pindahkan sekiranya pemerintah
memberikan tempat yang layak untuk merintih kembali usaha
yang telah dibangun ini. (wawancara.10 September 2016)”
Setelah tanah masyarakat akan diambil oleh pihak PT. Pelindo IV unit
Paotere sumber utama  masyarakat  untuk  beraktifitas  sebagai  pedagang
semakin  sempit. Jaminan ganti rugi yang tidak sepadan membuat warga
yang sebelumnya berprofesi  sebagai  pedagang  terpaksa  kehilangan
pekerjaan mereka  yang berimbas  pada  aspek  perekonomian  dan
kesenjangan  sosial  mereka selama ini.  Keadaan  ini  memberikan  indikasi
bahwa  pihak  PT. Pelindo IV unit Paotere harus lebih memperdulikan
kondisi  ekonomi dan  kesenjangan  sosial  masyarakat di  sekitar
pelabuhan,  sehingga masyarakat yang awalnya banyak berprofesi sebagai
pedagang terpaksa pindah ke sektor lain  untuk  melakukan  aktifitas
pekerjaan seperti buruh, tukang batu,nelayan lepas dan lain-lain.
Berdasarkan hasil wawancara dengan TR salah seorang warga Kelurahan
Gusung mengungkapkan bahwa:
“kalau nanti ini jadi perluasan pasti yang diuntungkan cuman
pemerintah. Kita cuman diberikan dampak yang merugikan
apalagi kita ini pedagang kecil yang setiap harinya hanya
mengandalkan jualan sederhana ini. Tapi pasti semua orang di
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sini menolak perluasan ini karena banyak sekali masyarakat di
sini, jadi kalau mau diperluas maka mereka mau tinggal dimana.
Rumah di sini saja yang tembok ketemu tembok dan satu rumah
itu biasanya dua sampai tiga kepala keluarga. Jadi baik dari kami
pengusaha maupun masyarakat pasti tidak akan setuju dengan
perluasan itu. (wawancara.20 September 2016)”
Kondisi  ini membuat  taraf  ekonomi  dan  kesenjangan  sosial
masyarakat  menjadi terpuruk yang  ditambah  lagi  dengan  ketidakpedulian
pada dampak yang besar bagi masyarakat akan nasib masyarakat sekitar.
Dari KT Sekretaris Pemerintah Kelurahan Gusung berdasarkan hasil
wawancara  yang  dilakukan  dapat diketahui, bahwa:
“Pekerjaan sebagai pedagang dan nelayan lepas tidak  mampu
memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat karena area
ini hanya cukup untuk kehidupan mereka yang pas-pasan,maka
sebagian  masyarakat  di sini lebih memilih  untuk mencari nafkah
tambahan seperti menjadi buruh harian dan tukang batu.
(wawancara.18 September 2016)”
Peningkatan kemiskinan yang terjadi di area ini, hal ini terjadi
dikalangan para pekerja yang sebagian besar mereka hanya mengandalkan
hasil dagangan, buruh maupun nelayan tidak cukup untuk taraf hidup yang
cukup mewah. Keterpurukan yang terjadi dikalangan masyarakat tak
terlepas dari aspek ekonomi dan kesenjangan sosial saja namun
masyarakat juga harus kehilangan budaya-budaya lokalitas yang selama ini
menjadi ciri khas di area tersebut yang sudah menjadi kebiasan sejak dari
dulu.
Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kelurahan Gusung sangat
terlihat jelas, dari istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin
miskin. Hal ini sangat berdampak pada pendapatan masyarakat tersebut
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tidak cukup hanya dari sisi modal terhadap masyarakat miskin maupun
peningkatan pendidikan (ketrampilan) tenaga kerja di area tersebut. Namun
persoalan yang terjadinya saat ini adalah akibat kebijakan pembangunan
ekonomi yang kurang tepat dan bersifat struktural di kalangan masyarakat
mengengah ke bawah.
5.2 Bentuk perlawanan masyarakat Paotere terhadap
perencanaan perluasan area pelabuhan Paotere di Kota
Makassar
Gerakan sosial (social movement) adalah aktivitas sosial berupa
gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal
yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara
spesifik menolak atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial.
Gerakan sosial juga merupakan tindakan terencana  yang dilakukan oleh
suatu kelompok masyarakat yang disertai program terencana dan
ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk
melestarikan  pola-pola  dan  lembaga masyarakat yang sudah ada.
Gerakan Sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang
lahir dari dan atas upaya masyarakat dalam usahanya menuntut
perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini
terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah
tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu
bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Dengan kata lain,
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gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan
rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil.
Gerakan sosial dapat dipahami sebagai tantangan terhadap
pembuatan keputusan-keputusan dalam upaya melakukan perubahan
sosial tertentu. Meskipun gerakan sosial sering digerakkan oleh satu atau
berbagai organisasi, banyak penekanan bahwa gerakan sosial sebaiknya
tidak diidentifikasi hanya pada organisasi-organisasi tersebut. Tindakan
individu, kelompok dan kegiatan para pemimpin yang membentuk opini
dan unsur-unsur lain kebudayaan, juga dapat disebut sebagai elemen
gerakan sosial.
5.2.1 Demonstrasi
Demonstrasi adalah gerakan massa yang bersifat langsung dan
terbuka serta dengan lisan ataupun tulisan dalam memperjuangkan
kepentingan yang disebabkan oleh adanya penyimpangan sistem,
perubahan inskonstitusional, dan tidak efektivitas sistem yang berlaku.
Demonstrasi juga didefinisikan sebagai ekspresi kebebasan berpendapat,
aspirasi dan kritik dari kebijakan keadilan dengan tujuan untuk membela
kebenaran. Oleh karena itu, dalam bertindak, demonstran harus
menunjukkan sikap kritis dengan cara yang intelektual, elegan, dan
bijaksana. Para demonstran harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika
(sesuai norma), analisis (memahami akar masalah), dan pernyataan
kontributif sebagai masukan dan saran terhadap apa yang tidak disetujui.
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Mengingat bahwa demonstrasi secara umum dilakukan dengan
berbicara di depan publik, sudah seharusnya demonstran menjunjung
tinggi nilai, norma, budaya, dan etika bangsa. Demonstran juga
diharuskan mematuhi aturan-aturan hukum untuk mencegah kerusakan
yang tidak seharusnya dan kekacauan yang tidak perlu demi masyarakat,
bangsa, dan negara. Akan tetapi, fakta yang ditunjukkan kegiatan
demonstrasi-demonstrasi sebelumnya justru menunjukkan sebaliknya.
Perilaku-perilaku anarkis yang bertemu dengan tindakan represif aparat
keamanan justru menyisakan kehancuran dan kekacauan yang
mendorong jatuhnya banyak korban di akhir kegiatan.
Demonstrasi adalah tindakan sekelompok orang secara bersama-
sama untuk menunjukkan rasa ketidakpuasan yang pada umumnya
menyangkut bidang ekonomi, sosial dan politik.
Bentuk disintegrasi ini dapat dikategorikan menjadi :
a. Demonstrasi yang berkaitan dengan sengketa tanah
Aksi ini biasanya dilakukan petani dengan latar belakang mereka
merasa ganti rugi yang kurang layak dan ditetapkan secara
sepihak, misal pengalihan hak untuk kepentingan ekonomi dan
industri seperti perumahan, industri dan kantor.
b. Demonstrasi yang berkaitan dengan perburuhan
Kategori ini termasuk paling menonjol dan cenderung meningkat.
Meningkatnya kasus ini seiring dengan pesatnya perkembangan
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industri di Indonesia. Tuntutan yang diajukan menyangkut
perbaikan kesejahteraan misal, kenaikan upah (UMK), jaminan
sosial dan kondisi dan keselamatan kerja.
c. Demonstrasi dan protes mahasiswa
Mahasiswa sering dianggap sebagai tumpuan bagi perubahan
(agent of change). Tindakan mahasiswa terpusat pada isu
lokal/daerah, namun memiliki konteks nasional. Dengan demikian
masalah yang diangkat tumpang tindih dengan demonstrasi petani
dan buruh
.
5.2.1.1 Decremental Deprivation
Decremental Deprivation menunjukkan kondisi dalam nilai yang
diharapkan yang terdapat di masyarakat dalam keadaan stabil, sementara
pada keadaan yang bersamaan, nilai kapabilitas justru mengalami
penurunan. Akibatnya kesenjangan yang ditimbulkan dengan menurunnya
nilai kapabilitas menurut konsep ini akan menimbulkan perasaan kecewa
dan frustasi. Dan perasaan semacam inilah yang pada gilirannya mampu
berfungsi sebagai pangkal tolak bagi munculnya tindakan “melawan“ atau
“memberontak”.
Keresahan masyarakat dengan adanya perencanaan perluasan
Pelabuhan Paotere menjadi suatu permasalahan yang cukup besar. Bagi
mereka, dengan adanya perluasan area pelabuhan Paotere akan
mengancam mata pencaharian mereka. Karena sebagian besar
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masyarakat setempat berprofesi sebagai buruh angkut, nelayan dan
pedagang pinggiran di pelabuhan. Keinginan PT. Pelindo IV unit Paotere
yang ingin memperluas area Pelabuhan Paotere memberikan dampak
yang positif bagi perkembangan pelabuhan tersebut. Namun bila melihat
dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat merupakan dampak yang
sangat besar yang harus dirasakan oleh masyarakat sekitar yang dapat
mengganggu aktifitas dan kelangsungan hidup masyarakat setempat.
Adanya kebijakan tersebut akan ditolak oleh masyarakat dikarenakan
masyarakat setempat sangat nyaman dan berkecukupan dengan model
saat ini.
Kesadaran mempertahankan tempat dan usaha menjadikan
dorongan bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Tempat yang
dianggap bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka akan membentuk
nilai-nilai perjuangan yang dipegang teguh masyarakat setempat.
Kebijakan PT. Pelindo IV unit Paotere yang kurang mendapat simpati atau
dukungan dari masyarakat sekitar telah membuahkan suatu perlawanan.
Sepertinya hasil wawancara dengan AR salah satu pedagang,yaitu:
“Sudah beberapa kali pihak Pelindo mendatangi kami, mereka
memperingati kami untuk membicarakan tentang tanah yang
saat ini kami huni. Dari dulu sampai sekarang saya tidak rela
apabila tanah di sini ambil oleh pihak Pelindo. Pernah waktu itu
kami sudah nego harga dengan pihak Pelindo mengenai ganti
rugi pada area di sini, namun mereka hanya menyetujui harga
yang sama untuk semua bentuk rumah maupun bangunan.
Masa kita yang sudah bangun ini ruko jualan disamakan
dengan mereka yang tinggal di rumah kecil. Banyak mereka
yang seperti saya menolak dengan keras hal ini karena kami
merasa sangat dirugikan apalagi bila itu terjadi pasti kami
memutus hasil usaha kami. Saya rasa kami semua masyarakat
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di sini akan melawan dan kami akan demo di depan kantornya
yang jumlahnya cukup banyak karena anggota kami juga
banyak. Dulu saja waktu adanya pihak pelindo ukur luas jalan
hampir ada kerusuhan karena masyarakat mengira perluasan
itu sudah dilaksanakan. Jadi saya rasa perencanaan
perluasaan itu mungkin terjadi, tapi konflik ataupun kerusuhan
juga pasti terjadi.(wawancara.22 September 2016)”
Kesamaan  nasib  dan  pengalaman  berjuang telah mengantarkan
mereka pada suatu kesadaran kolektif dan kontradiksi yang terus berlanjut
dan  tidak  terselesaikan antara masyarakat  dengan  pihak Pelindo telah
mengantarkan masyarakat pada perkembangan pengetahuan dan praktek
berjuang hingga kesadaran akan kebersaman kelompok yang akan
menjadi alat baru dalam  perjuangan masyarakat. Upaya merealisasi
perubahan  yang  akan  menjadi  basis  dari demokrasi  dan  keadilan
sosial,  merupakan  agenda penting yang tidak akan terwujud hanya
dengan mengandalkan kekuatan individu. Diperlukan kebersamaan
kelompok yang  tangguh yang mampu  mengantisipasi perubahan atau
perkembangan yang terjadi.
Kurang adanya hubungan antara pihak pengelolah dan masyarakat
menjadi suatu hambatan untuk mencari titik temu sebuah permasalahan
yang terjadi pada area tersebut. Adapun hasil wawancara dengan MR
seorang pemuda, yaitu:
“sudah lama mau diperluas ini pelabuhan, tapi selalu dihalangi
sama orang-orang di sini. Mereka juga tidak pernah saling
bertemu dan bercerita tentang pengembangan yang mau
dikerjakan oleh Pelindo. Kita ketahui bersama orang-orang di
sini cepat tersinggung kalau masalah kebutuhan hidup apalagi
mayoritas masyarakat di sini yang kurang pendidikannya. Jadi
mereka perlu adanya perbincangan soal perluasan area
pelabuhan, kalau mau sepihak saja tentang perluasan ini pasti
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bakalan ada lagi demo di dekat kantor Pelindo itu. Kalau saja
orang-orang preman di sini bilang mau demo banyak sekali
anggota mereka yang loyal pada ketua gengnya. Jadi kalau
memang ada permasalahan seperti ini mesti dibicarakan
dengan baik-baik sehingga tidak timbul bentrokan fisik dari
pihak masyarakat. (wawancara.19 September 2016)”
Pernyataan di atas telah dijelaskan bahwa suatu gerakan sosial
merupakan upaya yang teroganisir di kalangan masyarakat yang memiliki
orang-orang yang realtif besar jumlahnya untuk menimbulkan perubahan
maupun menentang perubahan. Orang-orang secara sadar melakukan
aktivitas bersama dengan suatu kepekaan akan berpartisipasi dalam
suatu usaha bersama. Dengan demikian, gerakan-gerakan sosial
merupakan wahana yang memungkinkan manusia secara kolektif
mempengaruhi perjalan peristiwa-peristiwa manusia melalui organisasi
formal.
Dilingkungan masyarakat yang sudah modern seperti di area
Kelurahan  Gusung  ini, munculnya gerakan sosial  bukanlah  masalah
yang aneh karena semakin kompleksnya masalah yang ada di masyarakat
semakin banyak menimbulkan permasalahan. Dengan adanya
perencanaan ini akan muncul lagi gerakan-gerakan yang menolak hal
tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  ke
DK  masyarakat setempat, mengungkapkan bahwa:
“Sudah lama saya tinggal di sini, tapi kapan diperluas area
pelabuhan tersebut pasti kami akan pergi demo lagi bersama
teman-teman di dekat rumah sini. Pasti kami tidak tinggal dia
apabila keputusan pihak Pelindo memperluas pelabuhan
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karena otomatis kami pindah. Kita mau dipindahkan asal ada
tempat yang layak bagi kami karena bisa dibilang dari awalnya
kami disini lebih dahulu kebanding Pelindo. Lagipula dulu kita di
suruh kelolah tanah apabila kita sendiri yang ingin tinggal di
sini. Namun sekarang permasalah tanah yang kami tinggali ini
mau diambil oleh Pelindo. Jadi kami masyarakat di sini sudah
pasti melawan lagi apabila peogram itu kembali mau
dilaksanakan. (wawancara.14 September 2016)”
Berdasarkan pernyataan di atas bisa menggambarkan kita bahwa
adanya keresahan masyarakat dengan kebijakan yang ingin diambil oleh
pihak pengelolah. Kondisi ini pada gilirannya akan memunculkan tindakan
melawan atau memberontak, semakin besar tingkat kesenjangan yang
terjadi, maka semakin besar pula kemungkinan munculnya tindakan
melawan dan memberontak tersebut. Dan kesenjangan itu pula yang
mengilhami timbulnya aksi-aksi massa.
Dalam upaya mencari penyelesaian permasalahan tersebut perlu
adanya pertimbangan pada suatu kebijakan yang akan diambil pada
dampak yang cukup besar, misalnya mencari solusi pada pihak-pihak
yang berpengaruh pada masyarakatnya untuk dapat meminimalisir
terjadinya kerugian di salah satu pihak, sehingga kebijakan yang diambil
tidak menunjukkan bentuk keberpihakan.
Alasan tersebut juga diungkapkan oleh AG ketua Forum LPM Kec.
Ujung Tanah, yaitu:
“memang  kalau masalah tentang peluasaan area pelabuhan
ini cukup rumit karena sudah beberapa kali pertemuan tingkat
kota maupun tingkat pusat. Jangan sampai hal tersebut
mengabaikan kesejahteraan masyarakat, karena bahasa
masyarakat kepada kami yaitu lebih dahulu kami tinggal di sini
kebanding adanya Pelindo dan pihak Pelindo juga mengklaim
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bahwa tanah yang ditempati oleh masyarakat itu adalah milik
pihak Pelindo. Kekurangannya antara pihak Pelindo dengan
masyarakat adalah ruang untuk saling berkomunikasi terkait
dengan pengembangan pelabuhan dan penataan di sekitar
area pelabuhan, mau tidak mau yang namanya program
pemerintah kami siap untuk kawal pelaksanaannya. Hanya saja
masyarakat di sini yang posisinya sebagai nelayan mau
dikemanakan sedangkan kehidupan masyarakat pesisir ini
bergantung pada nelayan itu sendiri, jadi yang menjadi
pertanyaan kami apakah masa depan masyarakat pesisir
(nelayan) ini bisa digaransi akan jadi lebih baik sedangkan
kondisi sekarang ini makin banyak orang yang menjadi
penggangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan
apabila kita tidak manajemen ini masalah bisa tambah rumit
dikarenakan penggaguran pasti meningkat dan apabila
pengangguran meningkat akan perdampak pada kehidupan
sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat itu sendiri. Karena
pengambilan area di samping pelabuhan itu pasti memerlukan
area baru untuk masyarakat yang harus dipindahkan dari area
yang ingin diperluas. Jadi perlu adanya kehati-hatian terhapat
keputusan pihak Pelindo jika ingin memperluas area demi
pengembangan pelabuhan itu sendiri. (wawancara.30 Agustus
2016)”
Perubahan ataupun perkembangan adalah sesuatu yang lazim dan
wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan
mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya permasalahan
sosial dan ekonomi. Pada masyarakat pesisir yang mengalami proses
modernisasi yang mendadak akan memunculkan permasalahan di bidang
sosial maupun ekonomi sebab nilai-nilai lama pada yang masyarakat
tradisional yang biasanya bercorak nelayan secara cepat berubah menjadi
nilai-nilai masyarakat modern. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai
gotong royong berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang
disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Nilai-nilai kebersamaan berubah
menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang
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cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas
seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia instansi. Perubahan-
perubahan ini, jika terjadi secara cepat atau mendadak, akan membuat
mengganggu proses-proses sosial dan ekonomi di masyarakat, bahkan
akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena
dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat pesisir yang telah
ada.
Adanya dampak besar dari sebuah perubahan sosial yang dapat
menimbulkan suatu pengaruh yang besar pada masyarakat. Misalnya
terjadinya proses industrialisasi pada masyarakat yang masih tradisional.
Di sini lembaga-lembaga kemasyarakatan akan terkena pengaruhnya,
yakni hubungan kerja, sistem pemilikan tanah, klasifikasi masyarakat, dan
yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan A.U sebagai kepala
pemerintahan Kecamatan Ujung Tanah, yaitu:
“saya melihat bahwa masyarakat dan pihak pelindo adanya
kurang harmonis antara mereka. Karena masyarakat juga
sudah lama bermukim di situ dari kakek-neneknya hingga turun
temurun meskipun pihak pelindo mengklaim bahwa tanah di
area tersebut adalah miliknya. Jadi dalam hal ini, bagaimana
pihak pelindo bisa pengembangkan pelabuhan disisi lain
masyarakat kami juga bisa hidup di sana sehingga adanya
kesinambungan antara pihak Pelindo dengan masyarakat.
Namun pada saat ini pihak pelindo ingin memperluas area
pelabuhan tentu ada masalah dengan masyarakat yang
bermukim di situ, karena adai saja ada lokasi yang
memungkinkan untuk merelokasi masyarakat dari sana dan
memberikan tempat bagi masyarakat namun sampai saat ini
saya belum pernah biacara langsung dengan pihak Pelindo
tentang  penyelesaian  masalah  perpindahan  masyarakat
karena saya selaku kepala pemerintahan ingin menyelesaikan
semua pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan dilihat dari
Pelindo itu sebagai aset negara dan masyarakat saya juga
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harus diberikan perlindungan bagi mereka. Masyarakat yang
tinggal di sana sangat banyak, jadi perlu adanya musyawarah
terbuka antara masyarakat dengan pihak Pelindo jangan
sampai keputusan pelindo hanya menguntungkan pihaknya
saja dan tidak menghiraukan dampak bagi masyarakat. jadi
kebijakan ini mesti hati-hati karena bisa saja masyarakat malah
jadi melawan yang dapat merugikan pihak pelindo itu sendiri
dengan adanya anarkisme dan pemberontakan yang mungkin
dilakukan oleh masyarakat mengingat masyarakat yang ada di
sana itu sebagian besarnya orang-orang yang kurang dari segi
pendidikannya. (wawancara.30 Agustus 2016)”
Penguasaan area tanah secara otonom atas dasar HGB oleh pihak
PT. Pelindo unit Paotere memperjelas bahwa adanya keterpurukan dari
sisi ekonomi maupun sosial di kalangan masyarakat di area tersebut. Hal
ini terlihat dari ketidakpedulian pihak pengelolah terhadap keadaan serba
berkecukupan masyarakat sekitar yang berimbas pada aspek ekonomi
masyarakat.
Dalam upaya mencari penyelesaian permasalahan tersebut perlu
adanya pertimbangan pada suatu kebijakan yang akan diambil pada
dampak yang cukup besar, misalnya mencari solusi pada pihak-pihak
yang berpengaruh pada masyarakatnya untuk dapat meminimalisir
terjadinya kerugian di salah satu pihak, sehingga kebijakan yang diambil
tidak menunjukkan bentuk keberpihakan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan M.A sebagai nelayan, yaitu:
“Perlu memang ini dibicarakan dengan hati-hati. Karena
kebijakan ini juga berdampak pada penghasilan kami, tempat
tinggal kami dan masih banyak lagi yang membuat kami sangat
merasa dirugikan. Saya harap apabila pihak pengelola dengan
kami ini para nelayan yang masih aktif menangkap ikan
diberikan solusi yang menguntungkan bagi kami.(wawancara.28
September 2016)”
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Berdasarkan pernyataan di atas dapat menggambarkan bahwa
orang-orang secara sadar melakukan aktivitas bersama dengan suatu
kepekaan akan berpartisipasi dalam suatu usaha bersama. Gerakan-
gerakan sosial merupakan wahana yang memungkinkan manusia secara
kolektif mempengaruhi perjalan peristiwa-peristiwa manusia melalui
organisasi formal. Adanya peran organinasi yang menaungi masyarakat
dan nelayan sehingga dapat penyelesaian sebuah masalah. Adanya
kekuatan kelompok ataupun organisasi menjadi kekuatan bagi
masyarakat untuk dapat memperjuangkan nilai hak-hak yang dilanggar
oleh pihak lawan. Adanya kesadaran dan hak bersama untuk
memperjuangkan apa yang dianggap sebagai milik masyarakat yang
menjadikan suatu perlawanan.
Kekecewaan dapat timbul dari kebijakan yang berlaku untuk
lingkungannya dapat menimbulkan perlawanan. Perlawanan yang
dilakukan karena adanya kesamaan dari individu ataupun kelompok yang
diwujudkan bersama dalam bentuk tindakan. Tindakan inilah yang
merupakan ruang partisipasi politik yang diciptakan oleh individu ataupun
kelompok yang kurang percaya dengan ruang yang diberikan oleh negara.
Perlawanan atau desakan untuk mengadakan perubahan dapat
dikategorikan sebuah Gerakan Sosial.
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Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena
adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat.
Dengan kata lain, gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu
yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan
karena dinilai tidak adil. Gerakan Sosial secara teoritis merupakan sebuah
gerakan yang lahir dari dan atas upaya masyarakat dalam usahanya
menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah.
Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan
pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau
kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat.
Kesadaran mempertahankan tempat dan usaha menjadikan
dorongan bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Tempat yang
dianggap bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka akan membentuk
nilai-nilai perjuangan yang dipegang teguh masyarakat setempat.
Kebijakan pemerintah kota yang kurang mendapat simpati atau dukungan
dari masyarakat ataupun pedangan sekitar telah membuahkan suatu
perlawanan.
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BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT.
Pelindo IV unit Paotere adalah bentuk penguasaan area tanah
masyarakat oleh pihak PT.Pelindo IV unit Paotere. Permasalahan itu
melibatkan antara masyarakat, nelayan dan pedagang dengan pihak PT.
Pelindo IV unit Paotere. Permasalahan area tanah tersebut berupa
sengketa atas tanah yang telah dipakai oleh masyarakat dimana PT.
Pelindo IV unit Paotere memiliki dasar hak berupa Hak Guna Bangunan
maupun Hak Guna Usaha, sementara masyarakat mengandalkan sejarah
tanah dan menetapnya masyarakat pada area tersebut. Permasalahan
tanah antara PT. Pelindo IV unit Paotere dengan Masyarakat yang dimulai
sejak tahun 1992 setelah masuknya PT. Pelindo IV unit Paotere di area
tersebut sampai sekarang ini. Selain itu pihak Pelindo beranggapan
bahwa tanah yang telah dimiliki masyarakat secara turun-temurun dan
hanya dikontrak selama kurang lebih 30 tahun semenjak masyarakat
datang pada tahun 1960-an dan hak masyarakat sudah melampaui batas
yang ditentukan. Banyaknya penolakan yang terjadi menelan banyak
korban, baik korban materi maupun korban jiwa (luka-luka). Oleh sebab itu
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
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6.1.1 Faktor-faktor yang menjadi permasalahan antara masyarakat
dengan pihak PT. Pelindo IV unit Paotere yaitu:
1. Faktor Status kepemilikan hak area tanah merupakan salah satu
faktor permasalahan antara masyarakat dengan pihak PT.
Pelindo IV unit Paotere. Masyarakat mengacu pada sejarah
kehadiran mereka yang lebih dahulu bermukim di sana
dibandingkan pihak Pelindo yang datang ke area tersebut.
Sementara pihak PT. Pelindo tetap berdasar pada Hak Guna
Bangunan dan Hak Guna Usaha yang telah disepakati oleh
masyarakat terdahulu yang telah diketahui oleh dengan pihak
pemerintah pada masa itu.
2. Faktor  sosial  dan ekonomi yaitu, kondisi tersebut membuat  taraf
ekonomi  dan  kesenjangan  sosial  masyarakat  menjadi terpuruk
yang  ditambah  lagi  dengan  ketidakpedulian pada dampak yang
besar bagi masyarakat yang akan menghilangkan sebagian mata
pencaharian masyarakat di area tersebut. Jaminan ganti rugi yang
tidak sepadan membuat warga yang sebelumnya berprofesi
sebagai  pedagang  terpaksa kehilangan  pekerjaan  mereka,
sehingga masyarakat yang awalnya banyak berprofesi sebagai
pedagang terpaksa pindah ke sektor lain  untuk  melakukan
aktifitas pekerjaan seperti buruh, tukang batu, nelayan lepas dan
lain-lain
85
6.1.2 Bentuk perlawanan masyarakat Paotere terhadap
perencanaan perluasan area pelabuhan Paotere, yaitu :
Bentuk perlawanan masyarakat Paotere terhadap perencanaan
perluasan area Pelabuhan adalah bentuk demonstrasi gerakan
massa yang bersifat langsung dan terbuka serta dengan lisan
ataupun tulisan dalam memperjuangkan kepentingan yang
disebabkan oleh adanya penyimpangan sistem, perubahan
inskonstitusional, dan tidak efektivitas sistem yang berlaku. Aksi
demo yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan
tanah yang selama ini mereka huni. Timbulnya rasa kekecewaan
masyarakat pada kebijakan pihak Pelindo yang ingin memperluas
area Pelabuhan Paotere menyebabkan terjadinya demo yang
bersifat anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat. Adanya
ketidakpuasan pada kebijakan itu mendorong banyaknya
tindakan-tindakan anarkis yang bertujuan untuk menghambat
jalannya suatu kebijakan.
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6.2 Saran
Permasalahan tanah yang  terjadi  antara  masyarakat dengan
pihak  PT. Pelindo IV unit Paotere maka  penulis berdasarkan hasil
penelitian dan kajian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan
permasalahan tanah tersebut ialah:
1. Membuka forum komunikasi untuk masyarakat sehingga
tercapainya kesepakatan bersama mengenai persoalan tanah
yang melibatkan kedua belah pihak.
2. Menjelaskan kepada masyarakat tentang pembangunan
pelabuhan dengan cara musyawarah supaya masyarakat
ingin di atur oleh pihak pengelolah sehingga penataan di area
sekitaran pelabuhan tersebut lebih tertata dengan baik dan
tidak menimbulkan perpecahan antara masyarakat dengan
pihak Pelindo.
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